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Program perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bantuan yang 
diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah tidak 
layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup/derajat 
kesehatan masyarakat miskin. Pelaksanaan program perbaikan rumah tak layak 
huni di sini telah diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 A Tahun 
2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/ 
Perbaikan Rumah Tak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta, 
mulai dari kepanitiaan, mekanisme pengajuan bantuan dan mekanisme pencairan 
bantuan, yang mana melibatkan komponen-komponen sumber daya perumahan 
dan permukiman secara luas dan integratif. 
Evaluasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta ini 
dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut, dengan 
menggunakan indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, 
kecukupan, responsibilitas, dan ketepatan. Sehingga, dengan adanya evaluasi 
program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta ini dapat 
memberikan informasi serta rekomendasi/usulan pengembangan program ini. 
Hasil dari studi evaluasi ini menunjukkan bahwa secara umum 
pelaksanaan program yang sudah cukup sesuai dengan kriteria pelaksanaan 
program hanyalah ketepatan kelompok sasaran pelaksanaan program saja, 
sedangkan variabel lain masih belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang 
telah ditetapkan. Tujuan program belum sepenuhnya tercapai atau dengan kata 
lain belum banyak membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin. Efisiensi pelaksanaan program, 
belum sepenuhnya efisien karena masih ada kekurangan yang terjadi dalam 
kepanitiaan tingkat kota. Kecukupan pelaksanaan program yang dinilai dari 
keberhasilan program berdasarkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial masih belum 
begitu tinggi. Tingkat responsivitas masyarakat atas program perbaikan rumah 
tidak layak huni juga masih cukup rendah. 
Berdasarkan kesimpulan studi, rekomendasi dalam upaya perbaikan 
pelaksanaan program adalah dengan peningkatan kerjasama antar dinas 
pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan secara terpadu, dalam bentuk 
kerjasama program-program fisik seperti perbaikan rumah maupun sarana 
prasarana dengan program-program peningkatan ekonomi, namun 
pelaksanaannya tetap melibatkan masyarakat dengan dikoordinatori lembaga 
keswadayaan masyarakat itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam 
pelaksanaan program dari pemerintah perlu ditingkatkan sehingga dapat 
menumbuhkan kesadaran masyarakat akan rumah sehat serta selalu terlibat 
dalam kegiatan pengelolaan lingkungan perumahan. Monitoring dan evaluasi 
secara periodik juga perlu dilakukan, agar dapat memberikan umpan balik dalam 
proses pelaksanaan program, serta menjadi koreksi selanjutnya untuk 
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A. LATAR BELAKANG 
1. Kebijakan Pemerintah atas Permasalahan Perumahan dan 
Permukiman 
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 
dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak 
dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk 
bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
Menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat 
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan 
kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu 
kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam 
upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan 
kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat 
ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah 
adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog) yang 
relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya 
kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya. 
Menurut Renstra Kemenpera Tahun 2010-1014, pembangunan 
perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada tiga permasalahan 
pokok yaitu:  
a. Keterbatasan penyediaan rumah 
b. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak 
layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan 
utilitas umum yang memadai  
c. Permukiman kumuh yang semakin meluas  
2 
 
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pembangunan perumahan dan 
permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program 
yang komperhensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak 
dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan 
permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman.  
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 
2008, kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah 
untuk mencapai tujuan. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan 
yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk 
memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 
Kebijakan perumahan dan permukiman dalam Rencana Strategis 
Pembangunan Perumahan 2010-2014 adalah sebagai berikut: 
a. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang 
kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Bidang Perumahan dan Permukiman. 
b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang 
didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian 
bermukim bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. 
c. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi 
Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBM).  
d. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan 
dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil 
penelitian dan pengembangan teknologi maupun sumber daya dan 
kearifan lokal. 
e. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku 
kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman. 
Kebijakan nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam srategi-
strategi yang kemudian diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia, 
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dalam rangka mengatasi permasalahn permukiman di Indonesia, begitu 
juga di Kota Surakarta. Salah satu arah kebijakan Pemerintah Kota 
Surakarta dalam pemenuhan hak atas perumahan dengan meningkatkan 
ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan 
golongan rentan, mendukung arah kebijakan nasional dalam mengurangi 
jumlah rumah tidak layak huni.  
Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin di Kota Surakarta 
adalah terbatasnya akses perumahan yang sehat dan layak, redahnya mutu 
lingkungan pemukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan 
dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Menurut pendataan pada 
tahun 2006, Kota Surakarta terdapat 6.612 unit rumah tidak layak huni 
yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta. 
Pemerintah Kota Surakata memiliki target bahwa pada tahun 2010 Kota 
Surakarta bebas dari rumah tidak layak huni. Dalam mencapai target 
tersebut, Pemerintah Kota Surakarta mengadakan beberapa program 
penanganan rumah tidak layak huni, antara lain: 
a. Perbaikan rumah tak layak huni 
b. Peremajaan permukiman kumuh 
c. Rumah susun sederhana sewa 
d. Pondok boro 
e. Bantuan rumah pekerja/buruh 
Program-program tersebut dilakukan dalam rangka menangani masalah 
rumah tidak layak huni dan menata permukiman-permukiman kumuh di 
Kota Surakarta.  
2. Program Perbaikan Rumah tidak layak huni di Kota Surakarta 
Program perbaikan rumah tidak layak huni merupakan bantuan yang 
diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai rumah 
tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas 
hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin.  
Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Surakarta telah membangun 225 
unit rumah, pada tahun 2007 telah membangun 1.000 unit rumah, tahun 
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2008 telah membangun 1.500 unit rumah, tahun 2009 telah membangun 
1.500 rumah dan tahun 2010 direncanakan dibangun lebih dari 1500 unit 
rumah tak layak huni, sehingga Kota Surakarta bebas dari hunian liar pada 
tahun 2010. 
Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di sini telah 
diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 A Tahun 2008 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/ 
Perbaikan Rumah Tak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota 
Surakarta, mulai dari kepanitiaan, mekanisme pengajuan bantuan dan 
mekanisme pencairan bantuan, yang mana melibatkan komponen-
komponen sumber daya perumahan dan permukiman secara luas dan 
integratif. Pada kasus permasalahan perumahan yang berbeda di beberapa 
kelurahan, perbaikan tidak hanya dilakukan pada fisik rumah saja, 
melainkan juga dilakukan pelegalan lahan serta perbaikan sarana 
prasarana. 
3. Perlunya Evaluasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah tidak 
layak huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta 
Program merupakan suatu instrumen kebijakan, yang berarti evaluasi 
program adalah bagian dari evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2000) 
evaluasi kebijakan merupakan suatu cara memproduksi informasi 
mengenai nilai-nilai atau manfaat dari hasil suatu kebijakan. Sedangkan 
menurut Sudharsono (1994) penelitian evaluasi program mengandung 
makna pengumpulan informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh 
sebuah program yang dilaksanakan secara sistematik dengan 
menggunakan metodologi ilmiah sehingga darinya dapat dihasilkan data 
yang akurat dan obyektif. 
Evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di 
Kota Surakarta ini dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan 
program tersebut, dengan menggunakan indikator dan tolok ukur 
berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, dan 
ketepatan (Dunn, 2000). Sehingga, dengan adanya evaluasi pelaksanaan 
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program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta ini dapat 




Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota 
Surakarta, sebagai implementasi kebijakan pemerintah atas permasalahan 
perumahan dan permukiman, harus sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan dan dapat mencapai tujuan dari program tersebut. Dan sebagai 
hasilnya, dapat menjawab permasalahan perumahan dan permukiman di Kota 
Surakarta. Untuk dapat memastikannya, maka perlu dilakukan evaluasi. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Sejauh mana 
keberhasilan pelaksanaan program perbaikan rumah tidakk layak huni yang 
dilaksanakan di Kota Surakarta?” 
 
C. TUJUAN DAN SASARAN PENELITIAN 
1. Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelkasanaan 
program perbaikan rumah tidakk layak huni yang dilaksanakan di Kota 
Surakarta, untuk memberikan rekomendasi dan usulan pengembangan 
program ini. 
2. Sasaran 
Sasaran dari penelitian ini adalah : 
a. Mengidentifikasi indikator dan tolok ukur pelaksanaan program 
perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta berdasarkan teori 
dan peraturan yang ada. 
b. Mengevaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni 
yang dilaksanakan di Kota Surakarta. 
c. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan/pengembanagan program 
perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta.  
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D. MANFAAT PENELITIAN 
Penelitian Evaluasi diharapkan memiliki berbagai manfaat antara lain 
sebagai berikut : 
 Bagi disiplin Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota, produk studi dapat 
digunakan sebagai masukan terhadap konsep dan teori mengenai 
pelaksanaan program perbaikan rumah tak layak huni. 
 Bagi Pemerintah Kota, hasil studi akan memberikan sumbangan mengenai 
hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan program perbaikan 
rumah tak layak huni. 
 Bagi Masyarakat setempat, hasil evaluasi akan menyadarkan mengenai 
pentingnya pemahaman terhadap rumah layak huni dan manfaat program 
perbaikan rumah tak layak huni. 
 
E. RUANG LINGKUP DAN BATASAN PENELITIAN 
1. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penelitian evaluasi ini adalah Kota Surakarta, dengan 
mengambil sampel penelitian di beberapa kelurahan yang melaksanakan 
program perbaikan rumah tak layak huni, yaitu Kelurahan Ketelan, 
Kelurahan Kratonan, dan Kelurahan Jebres. Tiga kelurahan ini ditetapkan 
sebagai sampel karena pada tiap kelurahan yang berlokasi di kecamatan 
yang berbeda ini memiliki permasalahan perumahan yang berbeda-beda, 
sehingga bentuk penanganannya juga berbeda satu dengan lainnya. 
Dengan dipilihnya tiga kelurahan ini diharapkan dapat mewakili program 
perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan di Kota Surakarta. 
2. Batasan Pembahasan 
Penelitian ini akan mengevaluasi pelaksanaan program perbaikan 
rumah tidak layak huni di Kota Surakarta dari tahun 2006 hingga 2009, 
untuk membandingkan kenyataan dengan kondisi yang diharapkan melalui 





F. METODE PENELITIAN  
1. Metode Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan program 
perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta, yang merupakan 
salah satu bentuk implementasi kebijakan publik. Dimana evaluasi 
kebijakan menurut Dunn (2000) merupakan prosedur analisis kebijakan 
yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan 
dalam memuaskan kebutuhan-kebutuhan, nilai atau kesempatan-
kesempatan yang merupakan ”masalah”. Sedangkan menurut Sudharsono 
(1994) penelitian evaluasi program mengandung makna pengumpulan 
informasi tentang hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang 
dilaksanakan secara sistematik dengan menggunakan metodologi ilmiah 
sehingga darinya dapat dihasilkan data yang akurat dan obyektif.  
Evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni yang 
dilaksanakan di Kota Surakarta ini dilakukan untuk melihat sejauh mana 
keberhasilan program tersebut. Keberhasilan program itu sendiri dapat 
dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. 
Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator dan tolok ukur yang 
didasarkan pada literatur maupun peraturan formal, dan dikelompokkan 
berdasarkan kriteria evaluasi yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, 
responsibilitas, dan ketepatan (Dunn, 2000). Penentukan indikator dan 
tolok ukur yang didasarkan pada literatur maupun peraturan formal 
tersebut, menurut Dunn (2000), dinamakan metode evaluasi semu atau 
Pseudo Evaluation. Penggunaan metode ini didasari pertimbangan bahwa 
di Kota Surakarta dan Indonesia saat ini belum memiliki acuan formal 
terkait indikator keberhasilan program pembangunan/perbaikan rumah 
tidak layak huni ini. 
Proses diawali dengan mengidentifikasi indikator dan tolok ukur yang 
akan dievaluasi. Identifikasi indikator dilakukan dengan menggunakan 
metode studi literatur, yang meliputi teori-teori dan peraturan perundangan 
yang terkait dengan perumahan dan permukiman. Selanjutnya, dengan 
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menggunakan indikator dan tolok ukur yang telah dihasilkan, dilakukan 
perbandingan terhadap kondisi pelaksanaan program bantuan 
pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin 
di Kota Surakarta.  
Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, akan didapat hasil evaluasi 
pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan 
di Kota Surakarta tersebut, sehingga dapat memberikan informasi serta 
rekomendasi/usulan pengembangan program ini. 
2. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data secara umum terbagi dua yaitu 
pengumpulan data primer dan data sekunder. Metode Pengumpulan Data 
Sekunder merupakan metode mengumpulkan data dari dokumen-dokumen 
rencana, peraturan perundangan serta data terkait dengan program 
perbaikan rumah tak layak huni, yang meliputi: 
a. Peraturan perundangan yang berhubungan dengan perumahan dan 
permukiman, yaitu : 
 Undang-undang No 4 Tahun 2002 Tentang Perumahan dan 
Permukiman 
b. Rencana Strategis dari berbagai instansi (Pemerintah Kota Surakarta, 
Kemenpera), dan laporan instansi terkait dengan rumah tidak layak 
huni. 
c. Kebijakan tentang perumahan dan permukiman Kota Surakarta  
 Visi dan Misi Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota 
Surakarta 
 Konsep Penataan Permukiman Kumuh di Kota Surakarta 
d. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 5 A Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan 
Rumah Tak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta 
Tahun 2008.  
e. Informasi mengenai Program Bantuan Perbaikan/Pembangunan 
Rumah tidak layak huni (website, leaflet, buku, foto, film, presentasi) 
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f. Data mengenai rumah tidak layak huni di Kota Surakarta (data BPS, 
website, dll). 
g. Hasil kajian atau penelitian mengenai masalah perumahan dan 
permukiman di Kota Surakarta (website, jurnal). 
Metode Pengumpulan Data Primer, dilakukan dengan teknik 
wawancara terstruktur, penyebaran kuesioner dan observasi lapangan yaitu 
sebagai berikut: 
a. Wawancara Terstruktur 
Lincoln and Guba dalam Sanapiah Faisal (Sugiyono,2005), 
mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara 
untuk mengumpulkan dalam penelitian kualitatif, yaitu 
1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan 
2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi 
pembicaraan 
3) Mengawali atau membuka alur wawancara 
4) Melangsungkan alur wawancara 
5) Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakbirin 
6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam cacatan lapangan 
7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang diperoleh 
Untuk memandu proses wawancara dengan responden wawancara 
agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian ini, 
maka perlu disusun pedoman wawancara. Pedoman wawancara 
merupakan  hal-hal utama dalam bentuk pertanyaan  yang dijadikan 
acuan oleh peneliti untuk mengajukan pertanyaan kepada responden 
wawancara. Alat wawancara yang dapat dipergunakan (Sugiyono, 
2005) adalah buku catatan, alat perekam, serta kamera. 
Pengumpulan data primer dengan wawancara terstruktur dilakukan 
untuk mendapat informasi yang terkait dengan program perbaikan 
rumah tidak layak huni di Kota Surakarta. Penentuan responden 
wawancara dilakukan dengan metode Purposive Sampling. Sesuai 
dengan namanya, sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu 
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(Riduwan, 2004). Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel 
karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut 
memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Responden 
dipilih berdasarkan hasil analisis isi Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 5 A Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian 
Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tak Layak Huni Bagi 
Masyarakat Miskin Kota Surakarta Tahun 2008. 
Instansi yang terkait dengan program perbaikan rumah tidak layak 
huni di Kota Surakarta, dijadikan responden. Dalam hal ini instansi 
tersebut adalah Bapermas, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, 
Bapeda, Badan Pertanahan Nasional, Camat, Forum LPMK Tingkat 





Tabel 1.1 Responden Wawancara Penelitian 











A-2 Dinas Pekerjaan 
Umum Kota 
Surakarta  
1 orang  
A-3 Dinas Tata Kota 
Surakarta 
1 orang  
A-4 Bapeda Kota 
Surakarta 
1 orang  
A-5 Kantor Pertanahan 
Kota Surakarta 




Kecamatan  3 orang  Kecamatan Banjarsari 
 Kecamatan Serengan 
 Kecamatan Jebres 











Tidak Layak Huni 
Tingkat 
Kelurahan 
Kelurahan 3 orang  Kelurahan Ketelan 
 Kelurahan Kratonan 







3 orang  Kelurahan Ketelan 
 Kelurahan Kratonan 
 Kelurahan Jebres 





Tidak Layak Huni 
Kelompok Kerja 
Kelurahan Ketelan 
1 orang  
C-1.2 Kelompok Kerja 
Kelurahan Kratonan 
1 orang  
C-1.3 Kelompok Kerja 
Kelurahan Jebres 
1 orang  
Total 18 orang  
Sumber : Hasil Analisis Responden Wawancara, 2010 
 
b. Observasi Lapangan 
Menurut Nawawi (1991) observasi adalah pengamatan dan 
pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam 
suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Observasi yang 
dilakukan berupa catatan lapangan dan foto-foto kondisi rumah-rumah 
dan lingkungan yang mendapatkan program perbaikan rumah tak layak 




c. Penyebaran Kuesioner 
Pengumpulan data dari masyarakat yang mendapatkan program 
bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni 
menggunakan kuesioner pertanyaan tertutup. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara 
Accidental sample yaitu teknik pengambilan sample berdasarkan 
kesediaan responden untuk mengisi kuesioner baik dari sisi waktu dan 
pemikiran. (Singaribun dan Efendi, 1997). Tujuannya untuk mendapat 
pandangan/persepsi masyarakat secara umum. Adapun jumlah sampel 









n  = Ukuran sampel 
N  = Ukuran populasi 
e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir. 
 
Jumlah kepala keluarga (KK) pada kelurahan yang ditetapkasn 
sebagai lokasi studi kasus evaluasi perbaikan rumah tidak layak huni di 
Kota Surakarta, di Kelurahan Ketelan adalah sebanyak 44 KK pada 
tahap I dan 23 KK pada tahap II, di Kelurahan Kratonan sebanyak 11 
KK pada tahap I dan 19 KK pada tahap II, dan di Kelurahan Jebres 
sebanyak total 169 KK. Tingkat eror yang diinginkan yaitu 10% 
sehingga dengan menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel yang 
diambil minimal berjumlah 73 sampel.  
Untuk jumlah sampel pada tiap kelurahan, dihitung berdasarkan 
proporsi jumlah KK yang mendapatkan bantuan program perbaikan 
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rumah tidak layak huni, sehingga didapatkan jumlah sampel 19 KK di 
Kelurahan Ketelan, 9 KK di Kelurahan Kratonaan, dan 45 KK di 
Kelurahan Jebres. Tetapi dikarenakan adanya kesulitan identifikasi 
lokasi rumah yang mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak 
huni yang tedapat di Kelurahan Jebres, disebabkan lokasinya yang 
tersebar (tidak mengelompok seperti di Kelurahan Ketelan dan 
Kratonan), maka proporsi sampel sedikit diubah menjadi 24 KK di 
Kelurahan Ketelan, 14 KK di kelurahan Kratonan, dan 35 KK di 
Kelurahan Jebres. 
3. Metode Analisis  
Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan 
data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh data (Moleong, 2001). Terdapat dua metode yang 
digunakan dalam menganalisis data pada studi ini yaitu Deskriptif 
Kualitatif dan Statistik Deskriptif. Kedua metode analisis tersebut 
digunakan pada data yang berbeda yaitu sebagai berikut: 
a. Metode Analisis Deskriptif Kualitatif 
Dalam metode analisis kualitatif, prosedur penelitian akan 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang-orang dan perilaku serta benda-benda yang diamati (Moleong, 
2001). Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam 
menganalisis data berupa hasil wawancara dan data hasil observasi 
lapangan. Data hasil observasi lapangan sebelumnya diolah dalam 
bentuk tabel dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. 
Analisis ini menghasilkan penilaian untuk setiap evaluasi. 
b. Metode Analisis Statistik Deskriptif 
Hasan (2001) menjelaskan bahwa statistik deskriptif adalah bagian 
dari statistik mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data 
sehingga mudah dipahami. Statistik deskriptif hanya berhubungan 
dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan 
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mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Dengan kata lain 
statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau 
persoalan. 
Metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis 
kuesioner. Melalui kuesioner tersebut akan diketahui tingkat 
keberhasilan program dengan melihat bagaimana respon masyarakat 


















INPUT PROSES OUTPUT 
 Permasalahan perumahan 
dan Permukiman di Koa 
Surakarta 
 Program Bantuan 
Perbaikan Rumah Tidak 





Survey awal atau 
pendahuluan 
pelaksanaan program 
Perbaikan Rumah Tidak 

































Analisis Deskriptif Kualitatif 
Analisis tingkat  efektifitas pencapaian 
tujuan pelaksanaan program 
 
Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis kelompok sasaran 
pelaksanaan program 
 
Analisis Deskriptif Kualitatif 
Analisis tingkat  kecukupan 
(adequacy) capaian program dalam 
komponen tridaya pembangunan 
perumahan  
 
Analisis Deskriptif Kualitatif 
Analisis efisiensi peran lembaga 
terkait dan mekanisme pelaksanaan 
program 
 
Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis tingkat  responsivitas 




Evaluasi pelaksanaan program 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
di Kota Surakarta 
 
Hasil evaluasi pelaksanaan program 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  
di Kota Surakarta 
 
Rekomendasi 
Tingkat efektifitas pencapaian 
tujuan pelaksanaan program 
Ketepatan kelompok sasaran 
pelaksanaan program 
Tingkat kecukupan (adequacy)  
capaian program dalam 
komponen tridaya 
pembangunan perumahan 
Tingkat efisiensi peran 
lembaga terkait dan 
mekanisme pelaksanaan 
program 
Tingkat tingkat  responsivitas 
masyarakat terhadap 
pelaksanaan program 
Gambar 1.1 Kerangka Analisis 
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4. Indikator Penelitian Evaluasi 
Analisis evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator dan tolok 
ukur berdasarkan kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsibilitas, 
dan ketepatan (Dunn, 2000). Identifikasi indikator dilakukan dengan 
menggunakan metode studi literatur, yang meliputi teori-teori dan 
peraturan perundangan yang terkait dengan perumahan dan permukiman. 
Dengan menggunakan indikator dan tolok ukur yang telah dihasilkan, 
dilakukan perbandingan terhadap kondisi pelaksanaan program perbaikan 
rumah tidak layak huni di Kota Surakarta.  
Berikut adalah indikator dan tolok ukur evaluasi program perbaikan 
rumah tidak layak huni di Kota Surakarta. 
 
Tabel 1.2 Indikator dan Tolok Ukur Penelitian Evaluasi 







miskin Kota Surakarta 
(Peraturan Walikota 


















tercapainya target Kota 
Surakarta, bebas dari 
hunian kumuh pada 




kumuh di Kota 
Surakakrta 











rumah tidak layak huni 
hasil pendataan 
Bapermas PP dan KB 
Kota Surakarta  
(Peraturan Walikota 
Surakarta Nomor 5 A 
Tahun 2008) 
Sasaran adalah 
masyarakat miskin  
 
Sasaran menempati 
rumah tidak layak huni  
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Kriteria Variabel Indikator Tolok Ukur 






sesuai sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
Kepanitiaan tingkat kota 
menjalankan tugasnya 




tugasnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
Kelompok Kerja 
menjalankan tugasnya 
sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 
Mekanisme pengajuan 
bantuan sesuai dengan 







bantuan sesuai dengan 













Kecukupan Seberapa jauh 








Adanya akses air bersih 
Adanya akses sanitasi 
Kejelasan status lahan 
dan rumah 
Ketahanan rumah yang 
baik 
Kecukupan luas area 
untuk tinggal 




lembaga swadaya di 
lingkungan kelurahan  
Adanya program-
program  Kec/Kota 






Kriteria Variabel Indikator Tolok Ukur 













hasil yang diperoleh 
Pelaksanaan program 
sesuai dengan harapan 
masyarakat  






belum dapat diatasi 
berkaitan dengan 
pelaksanaan program 
  Sumber : Hasil Analisis Indikator dan Tolok Ukur, 2010 
 
Secara lebih rinci, penjabaran kebutuhan data, sumber data, analisis dan 




Tabel 1.3 Kebutuhan dan Analisis Data 
Sasaran Data Perolehan/Jenis Data Analisis Keluaran 
a. Mengidentifikasi 
indikator dan tolok ukur 
pelaksanaan program 
perbaikan rumah tidak 
layak huni di Kota 
Surakarta berdasarkan 





rumah tidak layak huni 




Teori perumahan dan permukiman 
- Permasalahn perumahan dan 
permukiman 
- rumah layak huni 
- pembangunan perumahan dengan 
konsep tridaya 
Desk Study 
Indikator dan tolok ukur 
evaluasi program 
perbaikan rumah tidak 
layak huni di Kota 
Surakarta 
Hasil kajian atau penelitian 
mengenai masalah perumahan dan 
permukiman di Kota Surakarta 
(website, jurnal, penelitian) 
Desk Study 
Kebijakan tentang perumahan dan 
permukiman Kota Surakarta 
- Visi dan Misi Perumahan dan 
Permukiman Pemerintah Kota 
Surakarta 
- Konsep Penataan Permukiman 
Kumuh di Kota Surakarta 
Desk Study 
Peraturan perundangan 
- Undang-undang No 4 Tahun 1992 
Tentang Peumahan dan 
Permukiman 
- Peraturan Walikota Surakarta 
Nomor 5 A Tahun 2008Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pemberian 
Bantuan Pembangunan/ 
Perbaikan Rumah Tak Layak 
Huni Bagi Masyarakat Miskin 




Sasaran Data Perolehan/Jenis Data Analisis Keluaran 
Rencana Strategis dari berbagai 
instansi (Pemerintah Kota 
Surakarta, Menpera), dan laporan 
instansi terkait dengan rumah tidak 
layak huni 
Desk Study 
b. Mengevaluasi program 
perbaikan rumah tidak 
layak huni di Kota 
Surakarta. 
Pelaksanaan program 
perbaikan rumah tidak 






Data lapangan lokasi pelaksanaan 
program perbaikan rumah tidak 




perbaikan rumah tidak 
layak huni di Kota 
Surakarta 
Data instansi terkait pelaksanaan 
program perbaikan rumah tidak 
layak huni di Kota Surakarta 
Deskriptif 
Kualitatif 
Persepsi masyarakat tentang 
program perbaikan rumah tidak 





Data mengenai rumah tidak layak 




Informasi mengenai Program 
Perbaikan Rumah tidak layak huni 






perbaikan rumah tidak 
layak huni di Kota 
Surakarta. 
Indikator dan tolok 
ukur program perbaikan 
rumah tidak layak huni di 
Kota Surakarta yang 
belum terpenuhi 








Sumber : Hasil Analisis Kebutuhan Data, 2010 
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
BAB I  PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan 
sasaran, metode penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan 
laporan penelitian. 
BAB II TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN  
Berisi teori-teori tentang serta evaluasi kebijakan dan program, 
permasaahan perumahan dan permukiman, rumah sehat, rumah tidak 
layak huni, serta kebijakan, strategi dan program mengenai rumah tidak 
layak huni. 
BAB III PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI 
KOTA SURAKARTA STUDI KASUS KELURAHAN KETELAN, 
KRATONAN, DAN JEBRES 
Merupakan gambaran fakta dan data yang diambil dan dipakai di dalam 
penelitian sesuai dengan topik penelitian. Berisi penjelasan program 
perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan di Kota Surakarta, 
meliputi realisasi pelaksanaan program khususnya di Kelurahan Ketelan, 
Kratonan, dan Jebres. 
BAB IV ANALISIS EVALUASI PROGRAM PERBAIKAN RUMAH 
TIDAK LAYAK HUNI 
Berisi tentang analisis data untuk menjawab tujuan penelitian dengan 
menggunakan pendekatan analisis evaluatif dengan metode deskriptif 
serta statistik deskriptif dengan menggunakan indikator-indikator yang 
telah ditentukan. 
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Berisi tentang rumusan hasil penelitian serta usulan, saran terkait 


























Permasalahan pembangunan perumahan bagi 
masyarakat miskin/masyarakat berpenghasilan rendah 
di Kota Surakarta 
Terbatasnya akses perumahan 
yang sehat dan layak 
Kebijakan pemerintah atas perumahan 
dan permukiman di Kota Surakarta 
Redahnya mutu lingkungan 
permukiman 
Lemahnya perlindungan untuk 
mendapatkan dan menghuni 
perumahan yang layak dan sehat 
program penanganan : 
Program 
Perbaikan Rumah 












Penilaian evaluasi Program Perbaikan 
Rumah Tidak Layak Huni 
 
Landasan Teori : 
 Teori Perumahan dan 
Permukiman 
 Teori Pembangunan Perumahan 
dengan Konsep Tridaya 
 Petunjuk pelaksanaan  Program 
Perbaikan Rumah Tidak Layak 
Huni 
 
Pelaksanaan Program Perbaikan 



































tidak layak huni 
hasil pendataan 
















Analisis Evaluasi Program Perbaikan 
Rumah Tidak Layak Huni 
Sintesis Evaluasi Program Perbaikan 
Rumah Tidak Layak Huni 
Rekomendasi pelaksanaan  Program 










































Gambar 1.2  




TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN 
 
 
A. EVALUASI PROGRAM 
1. Pengertian Evaluasi 
Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing 
menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan 
dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan 
penafsiran (approach), pemberian angka (rating), dan penilaian 
(assesment), kata-kata yang menyatakan untuk menganalisis suatu hasil 
kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi berkenaan dengan produk 
informasi mengenai nilai atau manfaat suatu hasil kebijkan. Ketika hasil 
suatu kebijkaan pada kenyataannnya mempunyai nilai, hal ini karena hasil 
tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan sasaran (Dunn, 2000). 
Definisi lain tentang evaluasi adalah mencari sesuatu yang 
berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi 
tentang suatu program, produksi serta alternatif prosedur tertentu (Worthen 
dan Sanders, 1979). Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam 
kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan 
seseorang. Seorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan 
menilai apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan 
keinginannya semula. Menurut Stufflebeam dalam Worthen dan Sanders 
(1979) evaluasi adalah process of delineating, obtaining and providing 
useful information for judging decision alternatives. 
Dari pengertian-pengertian diatas, evaluasi merupakan sebuah 
proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana 
keberhasilan sebuah kebijakan/program. 
Dalam evaluasi terdapat perbedaan yang mendasar dengan 
penelitian meskipun secara prinsip, antara kedua kegiatan ini memiliki 
metode yang sama. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan 
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pelaksanaannya. Jika penelitian bertujuan untuk membuktikan sesuatu 
(prove) maka evaluasi bertujuan untuk mengembangkan (improve). 
Terkadang, penelitian dan evaluasi juga digabung menjadi satu frase, 
penelitian evaluasi. Sebagaimana disampaikan oleh Subarsono (2006) 
penelitian evaluasi mengandung makna pengumpulan informasi tentang 
hasil yang telah dicapai oleh sebuah program yang dilaksanakan secara 
sistematik dengan menggunakan metodologi ilmiah sehingga darinya 
dapat dihasilkan data yang akurat dan obyektif. 
2. Evaluasi Formatif dan Sumatif  
Rumusan Evaluasi mengacu pada proses penentuan manfaat atau 
kepentingan sebuah kegiatan, kebijakan atau program. Sebuah penilaian 
yang subyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang 
direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. 
Berdasarkan kegunaan, fokus dan output evaluasi, evaluasi formal dapat 
dibedakan menjadi dua tipe (Patton dan Sawicki, 1986), yaitu:  
a. Evaluasi Formatif 
Evaluasi formatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk 
meningkatkan daya guna, dan pada umumnya dilaksanakan selama 
tahap implementasi proyek atau program. Evaluasi formatif juga dapat 
dilaksanakan untuk alasan lain misalnya pemenuhan kelengkapan, 
keperluan hukum, atau sebagian dari pelaksanaan evaluasi yang lebih 
besar.  
Evaluasi formatif adalah sebuah evaluasi yang menyelidiki 
cara-cara program, kebijakan atau proyek diterapkan, apakah asumsi 
“logika operasional” sesuai dengan kegiatan senyatanya dan apa hasil 
langsung yang muncul dari tahapan tersebut. Evaluasi jenis ini 
biasanya dilakukan selama tahap implementasi proyek atau program 
tetapi dapat juga dilaksanakan secara ex post (sesudah terjadi). Bagian 
dari apa yang dikenal sebagai “pemantauan dan evaluasi” ini dapat 
juga dipandang sebagai penyelidikan yang berorientasi proses. 
Evaluasi formatif dapat berisi penaksiran nilai secara cepat, evaluasi 
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paruh waktu, dan evaluasi proses implementasi. Evaluasi selama 
tahapan implementasi (evaluasi proses) memberikan masukan 
sehingga implementasi dapat diperbaiki dan halangan terhadap 
peningkatan dayaguna dapat dikenali dan disingkirkan.  
b. Evaluasi Sumatif 
Evaluasi sumatif (evaluasi hasil/dampak)  adalah penyelidikan 
yang dilakukan pada akhir sebuah pelaksanaan atau tahapan 
pelaksanaan untuk menentukan seberapa jauh antisipasi hasil akan 
didapatkan. Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi 
tentang kegunaan sebuah program. Evaluasi sumatif ditujukan untuk 
memberikan informasi tentang keuntungan dan dampak program. 
Evaluasi sumatif termasuk: penilaian dampak, penilaian ketepatgunaan 
dana, percobaan pura-pura dan percobaan secara acak. 
Evaluasi hasil atau dampak umumnya dilakukan setelah 
penerapan selesai. Evaluasi tersebut digunakan untuk menjawab 
pertanyaan tentang pertaliannya, hasil pelaksanaan, dampak, 
kesinambungan, kegunaan eksternal dan pelajaran. 
3. Hakekat Evaluasi Program 
Menurut John L Herman dalam Tayibnapis (1989) program adalah 
segala sesuatu yang anda lakukan dengan harapan akan mendatangkan 
hasil atau manfaat. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah bahwa 
semua perbuatan manusia yang darinya diharapkan akan memperoleh hasil 
dan manfaat dapat disebut program. Menurut Suharsimi Arikunto (2004) 
program dapat dipahami dalam dua pengertian yaitu secara umum dan 
khusus. Secara umum, program dapat diartikan dengan rencana atau 
rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang di kemudian hari. 
Menurut PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, program adalah instrumen 
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta 
memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang 
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dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Sedangkan pengertian khusus 
dari program biasanya jika dikaitkan dengan evaluasi yang bermakna suatu 
unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan ralisasi atau implementasi 
dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses berkesinambungan dan 
terjadi dalam satu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. 
Menilik pengertian secara khusus ini, maka sebuah program adalah 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan secara 
waktu pelaksanaannya biasanya panjang. Selain itu, sebuah program juga 
tidak hanya terdiri dari satu kegiatan melainkan rangkaian kegiatan yang 
membentuk satu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya dengan 
melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya. 
Menurut Isaac dan Michael (1984) sebuah program harus diakhiri 
dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan kita akan melihat apakah program 
tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Menurut mereka, ada tiga tahap rangkaian evaluasi program 
yaitu : (1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang 
hendak diperoleh, (2) mencari data yang relevan dengan penelitian dan (3) 
menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan 
untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut.  
Berdasarkan pengertian diatas, maka evaluasi program 
sebagaimana dimaknai oleh Kirkpatrick dapat dimaknai sebagai sebuah 
proses untuk mengetahui apakah sebuah program dapat direalisasikan atau 
tidak dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya 
melalui rangkain informasi yang diperoleh evaluator (Kirkpatrick, 1996). 
Tetapi, pengambil keputusan itu sendiri bukanlah evaluator melainkan 
pihak lain yang lebih berwenang. Evaluator hanya menyediakan informasi-
informasi yang dibutuhkan oleh pengambil kebijakan (decision maker). 
4. Kriteria Evaluasi Program 
Evaluasi diterapkan secara retropektif (ex-post), sedangkan kriteria 
untuk merekomendasikan diterapkan secara perspektif (ex-ante). Secara 
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umum tolok ukur yang dapat dijadikan alat untuk evaluasi suatu program 
meliputi: 
a. Efektifitas : berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil 
yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. 
b. Efisiensi : berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 
menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. 
c. Kecukupan atau adequancy : berkenaan dengan seberapa jauh suatu 
tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang 
menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada 
kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang 
diharapkan. 
d. Responsibilitas : berkenaan dnegan seberapa jauh suatu kebijakan atau 
program dapat memuaskan kebutuhan, atau nilai dari kelompok-
kelompok tertentu. 
e. Ketepatan : kriteria ini untuk mengukur apakah tujuan dari program 
telah tepat sasaran kepada masyarakat atau belum. 
Untuk menjawab hal-hal tersebut analisis dapat mempertimbangkan 
semua kriteria secara bersama-sama (Dunn, 2000). 
 
Tabel 2.1. Kriteria Evaluasi 
No Tipe Kriteria Pertanyaan 
1 Efektifitas Apakah tujuan yang diinginkan telah tercapai? 
2 Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan? 
3 Kecukupan Seberapa jauh hasil yang telah dicapai memecahkan 
masalah? 
4 Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kelompok-
kelompok tertentu? 
5 Ketepatan Apakah hasil yang diinginkan benar-benar berguna 
dan bernilai serta tepat sasaran? 





5. Fungsi dan Tujuan Evaluasi Program 
Evaluasi memegang peranan utama dalam setiap analisis kebijakan 
atau program, secara umum fungsi evaluasi adalah sebagai berikut : 
a. Memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan atau 
program, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah 
dapat dicapai melalui tindakan publik, dalam hal ini evaluasi 
mengungkapkan seberapa besar tujuan telah dicapai. 
b. Melakukan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang medasari 
pemilihan tujuan dan target. 
c. Evalusai memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode 
analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan 
rekomendasi. 
Sedangkan tujuan dari pelaksanaan evaluasi ada dua, yaitu tujuan 
umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara 
keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-
masing komponen. Implementasi program harus senantiasa di evaluasi 
untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai 
maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa 
adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat 
efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan 
dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, evaluasi 
program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta 
rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision maker) untuk 
memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan 
sebuah program (Arikunto, 2004). 
 
B. PENGERTIAN RUMAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 
1. Pengertian Rumah 
Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal 
atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. (UU No.4 thn 1992 tentang 
Perumahan dan Permukiman) 
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2. Pengertian Perumahan 
Perumahan menurut UU No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan 
tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana 
dan sarana lingkungan. 
Menurut Soedjajadi Keman dalam bukunya yang berjudul 
Kesehatan Perumahan, perumahan di definisikan sebagai kelompok rumah 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang 
dilengkapi dengan prasarana lingkungan yaitu kelengkapan dasar fisik 
lingkungan misalnya penyediaan air minum, pembuangan sampah, listrik, 
telepon, jalan, yang memungkinkan lingkungan pemukiman berfungsi 
sebagaimana mestinya dan sarana lingkungan yaitu fasilitas penunjang 
yang berfungsi untuk penyelenggaraan serta pengembangan kehidupan 
ekonomi, social, dan budaya, seperti fasilitas taman bermain, olah raga, 
pendidikan, pertokoan, sarana perhubungan, keamanan,serta fasilitas 
umum lainnya. 
3. Pengertian Permukiman 
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 
lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang 
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan 
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 
 
C. PERMASALAHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI 
INDONESIA 
Selain merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, rumah 
mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta 
kepribadian bangsa sehingga perlu dibina serta dikembangkan demi 
kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. 
Perumahan dan permukiman tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan 
kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim 
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manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan 
dirinya, dan menampakkan jati diri.  
Pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia masih 
dihadapkan pada tiga permasalahan pokok yaitu keterbatasan penyediaan 
rumah, meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang 
tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan 
utilitas umum yang memadai, serta permukiman kumuh yang semakin meluas. 
Berdasarkan Renstra Kemenpera Tahun 2010-1014, permasalahan pokok yang 
dihadapi dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah: 
1. Keterbatasan penyediaan rumah 
Pesatnya pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan 
kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum 
mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Sepanjang tahun 2005–2009, 
pertambahan rumah tangga baru mencapai 3,6 juta. Hal ini tidak mampu 
diikuti dengan pembangunan rumah baru yang mencapai 2,5 juta unit. 
Kondisi tersebut masih ditambah dengan adanya 555.000 unit rumah 
dengan kondisi rusak berat yang tidak dapat dihuni, sehingga kekurangan 
rumah (backlog) diperkirakan meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 
2004 menjadi 7,4 juta pada akhir tahun 2009.  
2. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak 
layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan 
utilitas umum yang memadai  
Pada tahun 2009, 4,8 juta unit rumah diperkirakan dalam kondisi 
rusak yakni rumah dengan dua dari tiga struktur dasarnya (dinding, lantai, 
dan atap) memerlukan perbaikan. Selain itu, menurut Statistik 
Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008, sebanyak 13,8% rumah tangga masih 
menghuni rumah dengan lantai tanah, 12,4 % dengan dinding belum 
permanen, dan 1,2 % tinggal di rumah yang beratapkan daun. Selain 
masalah kondisi rumah, kualitas suatu rumah juga diukur dengan tingkat 
aksesibilitas terhadap prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), seperti 
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ketersediaan air bersih, listrik dan jamban. Pada tahun 2007, Badan Pusat 
Statistik mencatat bahwa sebanyak 21,1% rumah tangga di Indonesia 
belum dapat mengakses air bersih, sebanyak 8,54% rumah tangga masih 
belum mendapatkan sambungan listrik dan sebanyak 22,85% rumah 
tangga tidak memiliki akses terhadap jamban. Tingginya jumlah 
masyarakat yang tinggal di rumah yang belum memenuhi standar layak 
huni menjadi indikasi mengenai kondisi perekonomian masyarakat yang 
masih lemah, sehingga tidak mampu secara swadaya melakukan perbaikan 
ataupun peningkatan kualitas atas kondisi rumah tempat tinggalnya. 
3. Permukiman kumuh yang semakin meluas  
Tekanan kebutuhan pembangunan perumahan telah bergeser ke 
wilayah perkotaan sebagai dampak dari urbanisasi. Jumlah penduduk 
perkotaan sudah mencapai lebih dari 50% dari total penduduk nasional 
dengan konsentrasi pertumbuhan di kota-kota besar dan metropolitan. 
Luas lahan perkotaan yang terbatas tidak mampu menampung desakan 
pertumbuhan penduduk dan pada akhirnya kerap memunculkan 
permukiman yang tidak teratur, kumuh, dan tidak layak huni. Penanganan 
permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi 
kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan 
luas. Hasil penelitian United Nation Development Programme (UNDP) 
mengindikasikan terjadinya perluasan permukiman kumuh mencapai 
1,37% setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2009 luas permukiman 
kumuh diperkirakan menjadi 57.800 Ha dari kondisi sebelumnya yakni 
54.000 Ha pada akhir tahun 2004.  
Permasalahan pokok di atas disebabkan oleh berbagai faktor sebagai 
berikut: 
1. Regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya 
iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan permukiman 
2. Keterbatasan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap 
lahan  
3. Lemahnya kepastian bermukim (secure tenure) 
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4. Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan 
daya beli masyarakat berpenghasilan menengah-bawah 
5. Belum efisien pasar primer dan belum berkembang pasar sekunder 
perumahan 
6. Belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan 
perumahan dan permukiman 
7. Belum optimal pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman 
 
D. RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) 
Dalam Peraturan Walikota No. 5A Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta, Pasal 5, kriteria rumah 
tidak layak huni ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 
1. Kondisi Rumah  
Berdasarkan kondisi rumah, harus memenuhi sebagian dan atau 
seluruh persyaratan sebagai berikut: 
a. Luas lantai rata-rata per penghuni <4 m2 
b. Sumber air tidak sehat  
c. Tidak mempunyai akses MCK 
d. Bangunan tidak permanen 
e. Tidak mempunyai pencahayaan matahari dan ventilasi udara. 
f. Tidak memiliki pembagian keruangan 
g. Lantai dari tanah dan rumah lembab/pengap. 
h. Kondisi rusak 
2. Kondisi Lingkungan 
Kondisi lingkungan, adalah sebagai berikut : 
a. Lingkungan kumuh dan becek. 
b. Saluran pembuangan air tidak standart. 
c. Jalan setapak tidak teratur. 
d. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan (padat) 
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Sedangkan menurut Sri Kurniasih, menyebutkan bahwa kriteria 
Rumah Tidak Layak Huni ialah: 




2. Jenis atap rumah terbuat dari daun dan lainnya. 
3. Jenis dinding rumah terbuat dari anyaman bambu yang belumdi proses. 
4. Jenis lantai tanah  
5. Tidak mempunyai fasilitas tempat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK) 
Dan dalam Peraturan Walikota Jakarta No 13 tahun 2007 
menyebutkan bahwa kriteria Rumah Tidak Layak Huni ialah: 
1. Luas lantai <4 m2  perkapita 
2. Sumber ait tidak sehat 
3. Tidak mempunyai akses tempat untuk Mandi, Cuci, Kakus (MCK). 
4. Bahan bangunan tidak permanen 
5. Tidak mempunyai pencahayaan matahari dan ventilasi udara 
6. Tidak mempunyai pembagian keruangan 
7. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap 
8. Kondisi rusak 
9. Lingkungan kumuh dan becek 
10. Saluran pembuangan air tidak memenihi standart 
11. Jalan setapak tidak teratur 
12. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan 
 
E. RUMAH SEHAT 
Sesuai dengan KepMenKes 829 tentang persyaratan Kesehatan 
Perumahan disebutkan bahwa persyaratan kesehatan perumahan dimaksudkan 
untuk melindungi keluarga dari dampak kualitas lingkungan perumahan dan 
rumah tinggal yang tidak sehat. Persyaratan kesehatan perumahan meliputi : 
 Lingkungan perumahan yang terdiri dari lokasi, kualitas udara, kebisingan 
dan getaran, kualitas tanah, sarana dan prasarana lingkungan, binatang 
penular penyakit dan  penghijauan. 
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 Rumah tinggal yang terdiri dari bahan bangunan, komponen dan penataan 
ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara, ventilasi, binatang penular 
penyakit, air, makanan, limbah, dan kepadatan hunian ruang tidur. 
Ada beberapa standar Rumah sehat, antara lain : 
1. Standar Minimal Dinas Kesehatan Jawa Tengah 
Menurut SPM DinKes Jateng rumah sehat memiliki kriteria yang 
terdapat pada komponen rumah dan sarana sanitasi (rumah, sarana sanitasi, 
dan perilaku). Minimum yang memenuhi kriteria sehat pada masing-
masing parameter adalah sebagai berikut : 




- Jendela kamar tidur 
- Jendela ruang keluarga 
- Ventilasi 
- Sarana pembuangan asap dapur 
- Pencahayaan 
b. Minimum dari kelompok sarana sanitasi adalah : 
- Sarana Air Bersih (SGL / SPT / PP/ K U / PAH). Milik sendiri dan 
atau bukan milik sendiri dan memenuhi syarat kesehatan. 
- Jamban ( sarana pembuangan kotoran ) 
- Sarana Pembuangan Air Limbah ( SPAL ) 
- Sarana pembuangan sampah  
c. Perilaku 
2. Program Rumah Sederhana Sehat dalam KepMenKimPrasWil 
03/KPTS/2002 tentang Pedoman Umum Pembangunan RS Sehat 
Dalam peraturan tersebut diamanatkan tentang Konsepsi Rumah 
Sederhana Sehat (Rs Sehat). Yaitu rumah yang dibangun dengan 
menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana akan tetapi masih 
memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek kesehatan, keamanan, 
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dan kenyamanan, dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi 
lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim 
setempat serta potensi sosial budaya seperti arsitektur lokal, dan cara 
hidup. 
a. Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) 
 Kebutuhan Minimal Masa (penampilan) dan Ruang (luar-dalam). 
 Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar 
manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi 
aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak 
serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, kebutuhan ruang per 
orang adalah 9 m dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-
langit adalah 2.80 m. 
 Rumah sederhana sehat memungkinkan penghuni untuk dapat 
hidup sehat, dan menjalankan kegiatan hidup sehari-hari secara 
layak. Kebutuhan minimum ruangan pada rumah sederhana sehat 
perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: 
kebutuhan luas per jiwa kebutuhan luas per Kepala Keluarga (KK) 
kebutuhan luas bangunan per kepala Keluarga (KK) kebutuhan 
luas lahan per unit bangunan. 
b. Kebutuhan Kesehatan dan Kenyamanan 
Rumah sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan 
dan kenyamanan dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu pencahayaan, 
penghawaan, serta suhu udara dan kelembaban dalam ruangan. 
Aspek-aspek tersebut merupakan dasar atau kaidah perencanaan 
rumah sehat dan nyaman.  
1) Pencahayaan 
Matahari sebagai potensi terbesar yang dapat digunakan 
sebagai pencahayaan alami pada siang hari. Pencahayaan yang 
dimaksud adalah penggunaan terang langit, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
 cuaca dalam keadaan cerah clan tidak berawan, 
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 ruangan kegiatan mendapatkan cukup banyak cahaya, 
 ruang kegiatan mendapatkan distribusi cahaya secara merata 
2) Penghawaan 
Udara merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bemafas 
sepanjang hidupnya. Udara akan sangat berpengaruh dalam 
menentukan kenyamanan pada bangunan rumah. Kenyamanan 
akan memberikan kesegaran terhadap penghuni clan terciptanya 
rumah yang sehat, apabila terjadi pengaliran atau pergantian udara 
secara kontinyu melalui ruanganruangan, serta lubang-lubang pada 
bidang pembatas dinding atau partisi sebagai ventilasi. Agar 
diperoleh kesegaran udara dalam ruangan dengan cara penghawaan 
alami, maka dapat dilakukan dengan memberikan atau 
mengadakan peranginan silang (ventilasi silang) dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
 Lubang penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai 
ruangan. 
 Udara yang mengalir masuk sama dengan volume udara yang 
mengalir keluar ruangan. 
 Udara yang masuk tidak berasal dari asap dapur atau bau kamar 
mandi/ WC.  
3) Suhu udara dan kelembaban 
Rumah dinyatakan sehat dan nyaman, apabila suhu udara dan 
kelembaban udara ruangan sesuai dengan suhu tubuh manusia 
normal. Suhu udara dan kelembaban ruangan sangat dipengaruhi 
oleh penghawaan dan pencahayaan. Penghawaan yang kurang atau 
tidak lancar akan menjadikan ruangan terasa pengap atau sumpek 
dan akan menimbulkan kelembaban tinggi dalam ruangan. Untuk 
mengatur suhu udara dan kelembaban normal untuk ruangan dan 
penghuni dalam melakukan kegiatannya, perlu memperhatikan: 




 pencahayaan yang cukup pada ruangan dengan perabotan tidak 
bergerak. 
 menghindari perabotan yang menutupi sebagian besar luas 
lantai ruangan. 
 
F. KONSEP PENDEKATAN TRIDAYA DALAM PEMBANGUNAN 
PERUMAHAN 
Menurut Siswono Yudohusodo dkk dalam Rumah untuk Seluruh 
Rakyat (1991) mengungkapkan bahwa pembangunan perumahan adalah 
tanggung masyarakat sendiri, baik secara baik secara perorangan maupun 
bersama-sama. Untuk itu pemerintah mengatur, membina dan membantu serta 
menciptaakan iklim yang baik agar masyarakat dapat memenuhi sendiri 
kebutuhan perumahannya. Dengan demikian, masyarakat bukan semata-mata 
sebagai obyek pembangunan, tetapi merupakan subyek yang berperan aktif 
dalam pembangunan perumahannya. Peran serta ini akan lebih berlangsung 
dengan cara yang lebih baik bila sejak awal sudah ada perencanaan 
pembangunan yang melibatkan masyarakat sehingga mendapatkan hasil yang 
sesuai aspires, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya dan kemampuan  
ekonomi masyarakat yang bersangkutan. 
Konsep Tridaya merupakan pendayagunaan lingkungan, 
pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dengan pendekatan ini, 
diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki 
secara mandiri kondisi perumahan dan permukiman mereka. Disamping itu 
upaya lainnya yang dilakukan adalah dengan memberikan bantuan sarana 
prasarana dasar permukiman, penyediaan sarana air bersih pada permukiman 
rawan air, penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh. 
Orientasi program diarahkan untuk memberdayakan masyarakat 
(membangun manusianya) sehingga secara ekonomi akan membangun sosial 
kapital di masyarakat untuk mewujudkan komunitas yang efektif, mampu 
mewujudkan komunitas yang produktif, serta secara lingkungan mampu 
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menumbuhkan daya pembangunan di masyarakat untuk mewujudkan 
lingkungan permukiman yang sehat, produktif dan lestari. (KSNPP, 2002) 
Penyelenggaraan perumahan dan permukiman dilaksanakan dengan 
mengutamakan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang responsif, 
namun secara komprehensif sekaligus dapat mengakomodasikan dalam satu 
kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan 
pembangunan ekonomi. Secara praksis, konsep TRIDAYA, yang sudah 
berkembang sebagai azas pelaksanaan pembangunan perumahan dan 
permukiman (prinsip pemberdayaan komponen sosial masyarakat, usaha dan 
ekonomi, serta lingkungan), tetap dapat ditumbuhkembangkan sebagai 
pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di 
tingkat lokal. Pendekatan ini dilakukan dengan memadukan kegiatan-kegiatan 
penyiapan dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan 
kegiatan usaha ekonomi komunitas dengan kegiatan pendayagunaan prasarana 
dan sarana dasar perumahan dan permukiman sebagai satu kesatuan sistem 
yang tidak terpisahkan. Pembangunan perumahan dan permukiman, yang 
memanfaatkan ruang terbesar dari kawasan baik di perkotaan maupun di 
perdesaan, merupakan kegiatan yang bersifat menerus. Karenanya pengelolaan 
pembangunan perumahan dan permukiman harus senantiasa memperhatikan 
ketersediaan sumber daya pendukung serta dampak akibat pembangunan 
tersebut. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun 
penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara 
berkelanjutan, di samping dampak pembangunan perumahan dan permukiman 
terhadap kelestarian lingkungan serta keseimbangan daya dukung 
lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan. Kesadaran tersebut 
harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, 
sampai dengan tahap pengelolaan dan pengembangannya, agar arah 
perkembangannya tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan 
berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. (KSNPP, 2002) 
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Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan 
prinsip keseimbangan pembangunan, yang diterjemahkan sebagai sosial, 
ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya.  
1. Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection); dalam 
pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut 
kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, 
perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut 
berorientasi pada upaya perlindungan/pemeliharaan lingkungan baik 
lingkungan alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, 
yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. 
Termasuk didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar 
perumahan yang kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan 
meningkatkan kesejahteraan penduduknya.  
2. Pengembangan Masyarakat (Social Development); tiap langkah kegiatan 
harus selalu berorientasi pada upaya membangun solidaritas sosial dan 
keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara 
sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi 
kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Pengembangan masyarakat 
juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, 
terutama kelompok masyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan 
marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang/akses dalam 
program/kegiatan setempat;  
3. Pengembangan Ekonomi (Economic Development); dalam upaya 
menyerasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah 
peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan atau 
penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk 
mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk 
peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan 





G. KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL 
Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, 
pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya akan 
ditingkatkan, sehingga kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana 
dan sarana pendukungnya terpenuhi bagi seluruh masyarakat yang didukung 
oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang market friendly, 
efisien, dan akuntabel serta terwujud kota tanpa permukiman kumuh (cities 
without slum) sesuai dengan Millennium Development Goals (MDGs). Sejalan 
dengan pemenuhan hunian yang layak, pembangunan prasarana dan sarana 
diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan air minum perpipaan secara 
nasional hingga mencapai 100 persen; peningkatan proporsi rumah tangga 
yang memiliki akses terhadap sanitasi dasar yang layak hingga mencapai 100 
persen; dan pengembangan sistem sanitasi terpusat. 
Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya 
diarahkan pada: 
1. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, 
layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh 
prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang 
dikelola secara profesional, credible, mandiri dan efisien. 
2. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana 
pendukungnya yang mandiri, mampu membangkitkan potensi pembiayaan 
yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan 
kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan. 
3. Pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana 






H. KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DALAM 
RENSTRA KEMENPERA TAHUN 2010-1014  
1. Visi, Misi dan Tujuan Nasional Pembangunan Perumahan 
Visi pembangunan perumahan di Indonesia ialah “Setiap Keluarga 
Indonesia Menempati Rumah yang Layak Huni”. Untuk mencapai visi ini, 
disusun beberapa misi sebagai langkah upaya terwujudnya visi. Adapun 
misi-misi tersebut ialah: 
a. Meningkatkan iklim yang kondusif dan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman. 
b. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau dalam 
lingkungan yang sehat dan aman serta didukung oleh prasarana, sarana 
dan utilitas yang memadai. 
c. Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang 
efisien, akuntabel dan berkelanjutan. 
d. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan dan 
permukiman secara optimal. 
e. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 
lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman. 
Sementara itu, tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi 
tersebut ialah: 
a. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan 
kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam 
pembangunan perumahan dan permukiman. 
b. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan menengah-bawah 
terhadap lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman. 
c. Meningkatkan pembangunan perumahan berbasis kawasan yang serasi 
dengan tata ruang, daya dukung lingkungan dan penyediaan 
infrastruktur. 
d. Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta 
didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. 
e. Mengurangi luas lingkungan permukiman kumuh. 
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f. Meningkatkan akses MBM termasuk MBR terhadap pembiayaan 
perumahan. 
g. Meningkatkan pendayagunaan sumber-sumber pembiayaan untuk 
pembangunan perumahan dan permukiman. 
h. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya pembangunan perumahan 
dan permukiman. 
i. Mendorong peran dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam 
pembangunan perumahan dan permukiman  
j. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat 
dalam rangka memberikan pelayanan di bidang perumahan dan 
permukiman. 
2. Arah Kebijakan Pembangunan Perumahan Nasional 
Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–
2025 untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan 
mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, maka pemenuhan 
perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada: 
a. Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, 
memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta 
didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan 
berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan 
efisien;  
b. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan 
sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi 
pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, 
menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan 
penyebaran pembangunan; dan  
c. Pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya 
yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.  
3. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan Nasional 
Kebijakan jangka menengah pembangunan perumahan rakyat yang 
akan dilakukan mencakup : 
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a. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang 
kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan 
Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Bidang Perumahan dan Permukiman. 
b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang 
didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) serta kepastian 
bermukim bagi masyarakat berpenghasilan menengah-bawah, melalui: 
1) Pembangunan rumah layak huni (RLH) melalui pasar formal 
maupun secara swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru 
maupun peningkatan kualitas; 
2) Pembangunan rumah susun sederhana (rusuna) baik sewa maupun 
milik; 
3) Penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang memadai untuk 
pengembangan kawasan dan PSU perumahan swadaya; 
4) Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman kumuh; 
5) Pembangunan rumah khusus, termasuk rumah sederhana sewa dan 
pasca bencana; 
6) Pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan perbatasan, 
daerah tertinggal dan pasca bencana; 
7) Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi tanah 
bagi MBR. 
c. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan permukiman bagi 
MBM melalui: 
1) Pengembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitas likuiditas; 
2) Pengembangan Tabungan Perumahan Nasional; 
3) Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan untuk 
pembangunan perumahan dan permukiman. 
d. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan perumahan 
dan permukiman serta pengembangan dan pemanfaatan hasil-hasil 




e. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku 
kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan dan permukiman. 
Sementara itu, strategi pembangunan perumahan rakyat dijabarkan 
berdasarkan kepada kebijakan pembangunan perumahan. Penjabaran 
kedelapan butir kebijakan beserta masing-masing strategi jangka 
menengah pembangunan perumahan rakyat tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Mengefektifkan kewenangan perumusan kebijakan dan regulasi untuk 
menciptakan iklim yang kondusif bagi percepatan pembangunan 
perumahan dan permukiman melalui pengembangan dan penyediaan 
produk-produk pengaturan yang memadai; 
b. Memantapkan koordinasi antar pemangku kepentingan dan 
kelembagaan di bidang perumahan dan permukiman untuk mendukung 
penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman yang 
lebih terintegrasi; 
c. Mengefektifkan kewenangan operasionalisasi kebijakan untuk 
mendukung penyediaan perumahan dan permukiman khususnya 
sebagai proyek-proyek percontohan dan best practice di berbagai 
lokasi terpilih yang dapat direplikasi dan dikembangkan secara lebih 
luas; 
d. Mengoptimalkan peran dan kapasitas para pemangku kepentingan, 
khususnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan 
dan permukiman melalui bimbingan/bantuan teknis, pendampingan 
dan penyebarluasan informasi dan kebijakan nasional pembangunan 
perumahan dan permukiman; 
e. Memanfaatkan dan mendayagunakan sumberdaya perumahan dan 
permukiman, hasil penelitian dan pengembangan teknologi, serta 
kearifan lokal untuk mendukung pembangunan perumahan dan 
permukiman yang berkelanjutan; 
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber pembiayaan perumahan dan 
permukiman yang akuntabel dan berkelanjutan; 
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g. Memanfaatkan peluang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai 
pihak untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dan 
permukiman 
 
I. KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA 
SURAKARTA DALAM DOKUMEN RPJM KOTA SURAKARTA 
Kebijakan Perumahan dan Permukiman di Kota Surakarta merupakan 
bagian dari Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kota. Penanggulangan 
kemiskinan dalam kontek ini tidak hanya semata-mata dipahami merupakan 
upaya untuk menghindarkan masyarakat dari terjadinya kemiskinan yang 
seolah-olah hanya ditujukan kepada masyarakat yang sudah sejahtera, akan 
tetapi lebih kepada bagaimana pembangunan di kota ini mampu meningkatkan 
derajat kesejahteraan masyarakat secara umum. 
Kemiskinan itu bukan hanya dipandang dari sebatas ketidakmampuan 
ekonomi akan tetapi lebih dari itu juga pemenuhan kebutuhan pangan, 
kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber 
daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman 
tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan social, 
politik. 
1. Permasalahan Kemiskinan Kota Surakarta 
a. Terbatasnya kecukupan dan mutu Pangan. 
b. Terbatasnya akses dan mutu layanan kesehatan. 
c. Terbatasnya akses dan rendahnya layanan pendidikan. 
d. Keterbatasan kemampuan masyarakat miskin untuk mengakses 
layanan pendidikan dasar 
e. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. 
f. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. 
2. Sasaran Penanggulangan Kemiskinan 
Sasaran penanggulangan kemiskinan ini adalah : 
a. Terpenuhinya  kecukupan  pangan yang  bermutu   dan terjangkau 
b. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu 
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c. Terpenuhinya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu 
d. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha 
e. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak sehat 
serta tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin 
f. Terjaminnya rasa aman dari berbagai tindak kekerasan. 
3. Arah Kebijakan 
Untuk mengatasi permasalahan dan memenuhi sasaran diatas, arah 
kebijakan pembangunan terkait pemenuhan hak masyarakat miskin atas 
perumahan yang layak dan sehat diarahkan kepada : 
a. mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan; 
b. menyempurnakan berbagai peraturan perudangan yang dapat 
menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan; 
c. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam 
pembangunan rumah yang layak dan sehat; 
d. meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin terhadap perumahan 
yang layak dan sehat; 
e. meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi 
masyarakat miskin dan golongan rentan. 
4. Program-Program Pembangunan Terkait Pemenuhan Hak Atas 
Perumahan dan Air Bersih 
Langkah-langkah yang ditempuh dan dijabarkan ke dalam 
program-program yang tercantum dan tersebar di bab-bab yang lain 
sebagai berikut : 
a. Pengembangan upaya pemenuhan atas perumahan bagi keluarga 
miskin 
b. Pemenuhan atas pelayanan atas sanitasi dan sumber air bersih bagai 
keluarga miskin 
c. Fasilitasi dan pengembangan kelembagaan sosial masyarakat dalam 




J. KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA 
SURAKARTA 
1. Visi dan Misi Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta 
a. Visi 
Semua orang menghuni rumah yang latak dalam permukiman yang 
sehat 
b. Misi 
 Mewujudkan masyarakat yang mandiri melalui pembangunan 
perumahan dan permukiman 
 Mendorong pertumbuhan wilayah dan keserasian antar wilayah 
 Mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, 
rukun, produktif, dan berkelanjutan 
2. Kebijakan Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta 
Dalam hal perumahan dan permukiman terdapat beberapa 
kebijakan yang telah ditempuh Pemerintah selama ini, antara lain: 
a. Pembangunan rumah baru secara massal untuk masyarakat 
perpenghasilan rendah. 
b. Program peremajaan kota, khususnya di kawasan kampung di pusat 
kota. 
c. Penyediaaan lahan dengan prasarana dasar. 
d. Program perbaikan kampung. 
e. Program tabungan perumahan bagi warga. 
3. Arahan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kota Surakarta 
Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada: 
a. Peningkatan dan pengembangan melalui usaha-usaha penyediaan 
pembangunan perumahan, perbaikan perumahan, agar memenuhi 
syarat kesehatan, rasa aman, damai, tentram, dan sejahtera bagi 
masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah. 
b. Pembangunan perumahan da permukiman berdasarkan prinsip 
swadaya gotong royong 
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c. Penyuluhan tentang pernaikan perumahan dan permukiman perlu terus 
dilakukan dengan menempuh semua jalur da kesempatan yang ada. 
d. Penciptan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, bersih, 
sehat, dan aman. 
e. Pembangunan perumahan dan pemukiman harus mampu memperluas 
kesempatan kerja, kesempatan berusaha. 
f. Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan perumahan 
dan permukiman oleh pemerintah, usaha swasta dan koperasi 
masyarakat. 
4. Arahan Strategi Konsep Penataan Permukiman Kumuh Kota 
Surakarta 
a. Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat derajat dan 
martabat masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur. 
b. Meningkatkan pembangunan dan penyediaan perumahan dengan 
jumlah dan kualitas yang memadai serta dapat dijangkau oleh 
masyarakat termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. 
c. Meningkatkan peran pemerintah, swasta, maupun masyarakat dalam 
pembangunan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan secara 
serasi, terarah, terpadu, dan konsisten sesuai dengan rencana. 
d. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman 
melalui kegiatan perbaikan lingkungan serta mampu mendorong 
prakarsa dan peran masyarakat sehingga makin meningkatkan peran 
serta swadaya masyarakat. 
e. Meningkatkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana dalam rangka 
pembangunan perumahan dan permukiman yang bermutu, antara lain 
dengan penyediaan air bersih bagi semua lapisan masyarakat. 
f. Meningkatkan penyuluhan pembangunan perumahan serta pemugaran 
perumahan dan lingkungan untuk meningkatkan kinerja kota dalam hal 




K. TUJUAN KONSEP, KEBIJAKAN DAN PROGAM PENANGANAN 
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA SURAKARTA 
(Menurut Peraturan Walikota No. 5A Tahun 2008 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta) 
1. Tujuan Program 
 Pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak 
huni diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati/mempunyai 
rumah tidak layak huni dengan tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas 
hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin. 
2. Sasaran Program 
  Sasaran kegiatan pemberian bantuan adalah : 
a. Masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni hasil 
pendataan Bapermas Kota Surakarta. 
b. Rumah tidak layak huni yang belum terdaftar dalam hasil pendataan 
yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan setempat setelah mendapat 
pertimbangan dari Panitia Pelaksana Pembangunan /Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan. 
3. Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan Pembangunan/ 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  
a. Permohonan bantuan diajukan secara kolektif oleh Kepala Kelurahan 
dalam bentuk proposal. 
b. Calon penerima bantuan diutamakan rumahnya yang 
berkelompok/rumahnya saling berdekatan. 
c. Persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima bantuan : 
1) Penduduk di wilayah setempat yang dibuktikan dengan fotocopy 
KK dan KTP Kota Surakarta. 
2) Menyerahkan  foto copy Bukti Kepemilikan Tanah yang telah 
disahkan oleh Kepala Kelurahan setempat dan atau menyerahkan 
Surat Ijin pembangunan/pemugaran rumah bila tanah yang 
ditempati bukan milik sendiri. 
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4. Kepanitiaan  
Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Pembangunan/ 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta, maka dibentuk 
Panitia Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Tingkat 
Kota dan Kelurahan serta Kelompok Kerja Penerima Bantuan 
Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. 
a. Panitia Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Tingkat Kota 
Panitia Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Tingkat Kota 
ditetapkan oleh Kepala Bapermas Kota Surakarta yang beranggotakan 
unsure dari Bapermas, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, 
Bapeda, Badan Informasi dan Komunikasi, Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan, Kantor Pertanahan, Bag. Hukum dan HAM, Camat, 
unsure LPMK Tingkat Kota dan LSM. 
Panitia Pembangunan/Perbaikan rumah tidak Layak Huni Tingkat 
Kota yang dibentuk mempunyai tugas: 
1) Mengkoordinir pelaksanaan rencana pemberian bantuan Rumah 
Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin. 
2) Melakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan 
pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. 
3) Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. 
4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan/ 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kepada Walikota Surakarta 
melalui kepala Bapermas Kota Surakarta. 
b. Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
Tingkat Kelurahan  
Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak 
Huni Tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan, dengan 
anggota lima orang yang terdiri dari unsure Kelurahan, LPMK, Tokoh 
Masyarakat, petugas fungsional Bapermas tingkat Kelurahan/Penyuluh 
KB dan Kesos (PLKB/PKB) dan Bendahara Kelurahan. 
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Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak 
Huni Tingkat kelurahan yang dibentuk mempunyai tugas: 
1) Menginventarisasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan 
tersebut. 
2) Mengusulkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni hasil inventarisasi 
yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan. 
3) Mengalihkan bantuan kepada penerima yang lain hal ada 
permasalahan dengan penerima sebelumnya. 
4) Melaporkan semua tugas kepada Panitia Pembangunan/ Perbaikan 
Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kota. 
c. Kelompok Kerja  
Kelompok Kerja penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan 
Rumah tidak Layak Huni di wilayah tersebut yang terdiri dari Ketua, 
Sekretaris, Bendahara dan empat Anggota. 
Kelompok Kerja Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan 
Rumah Tidak Layak Huni yang dibentuk mempunyai tugas: 
1) Mengusulkan rencana kebutuhan Pembangunan/Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni kepada Panitia Tingkat Kelurahan. 
2) Mengkonsultasikan, mengkoordinasikan dan melaporkan 
pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
secara periodik kepada Kepala Bapermas Kota Surakarta melalui 
Tim Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
Tingkat Kelurahan. 
Tiga kepanitiaan program perbaikan rumah tidak layak huni ini 
saling berhubungan satu sama lain, yang secara lebih jelas disajikan dalam 






Gambar 2.1 Diagram Struktur Kepanitian Pembangunan/Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta 
 Sumber: Presentasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Surakarta 
  
 
5. Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan Program Perbaikan 
Rumah Tidak Layak Huni 
a. Mekanisme Pengajuan Bantuan  
Mekanisme pengajuan bantuan pembangunan/perbaikan rumah 
tidak layak huni berdasarkan pada Peraturan Walikota yang mengatur 
53 
 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Surakarta yang berlaku pada tahun berjalan.  
Bapermas Kota Surakarta sebagai perencana pemberi Bantuan 
Pembangunan/Perbaikan  Rumah Tidak Layak Huni setelah menerima 
berkas permohonan bantuan beserta lampirannya kemudian melakukan 
pengkajian melalui kepanitiaan yang dibentuk yang meliputi : 
 Memeriksa secara rinci lampiran permohonan. 
 Memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan dan jumlah 
anggaran sesuai dengan proposal pengajuan bantuan. 
 Menyerahkan hasik kajian tersebut kepada Kepala Bapermas Kota 
Surakarta. 
Kepala Bapermas Kota Surakarta dapat menyetujui atau 
menolak hasil Kajian permohonan bantuan tersebut. Hasil kajian jika 
disetujui dituangkan dalam bentuk Keputusan  Kepala Bapermas Kota 
Surakarta tentang nama-nama penerima bantuan rumah tidak layak 
huni. 
b. Mekanisme Pencairan Bantuan  
Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Bapermas Kota 
Surakarta tentang nama-nama penerima bantuan rumah tidak layak 
huni, maka keputusan tersebut wajib diberitahukan dan diteruskan 
kepada calon penerima bantuan melalui Kepala Kelurahan. 
Kepala Kelurahan memfasilitasi musyawarah pembentukan 
kelompok kerja penerima bantuan pembangunan /perbaikan rumah 
tidak layak huni diwilayahnya berdasarkan  nama-nama penerima 
bantuan yang telah ditetapkan oleh Kepala Bapermas Kota Surakarta 
guna menentukan kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, 
Bendahara dan empat anggota untuk ditetapkan oleh Kepala Bapermas 
Kota Surakarta sebagi pengurus Kelompok Kerja Penerima Bantuan 
Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. 
Secara administratif pencairan bantuan diserahkan kepada 
Ketua dan Bendahara kelompok kerja Penerima Bantuan 
54 
 
Pembangunan/ Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mewakili anggota 
kelompok Penerima Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni oleh kantor Keuangan Pemerintah Kota Surakarta yang 
dituangkan dalam Berita Acara (BA) Penyerahan Bantuan. 
Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni Tingkat Kelurahan dan kelompok kerja Penerima Bantuan 
Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bersama-sama 
melaksanakan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni 
berdasarkan musyawarah. 
Dalam hal progam khusus, Bapermas atas nama Pemerintah 
Kota Surakarta melakukan perjanjian kerjasama operasional dengan 
lembaga pihak ketiga sebagai tindak lanjut kerja sama yang dilakukan 
oleh Pemerintah Kota Surakarta. 
Setelah kegiatan dilaksanakan, Panitia Pelaksana Tingkat 
Kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penggunanya dilampiri SPJ dan bukti-bukti pengeluaran yang sah 
kepada Walikota melalui Kepala Bapermas Kota Surakarta rangkap 
lima. 
 
Untuk lebih jelasnya, proses mekanisme pegajuan dan pencairan 




Gambar 2.2 Proses Pemberian Bantuan Program Perbaikan RTLH  






PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN  
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA SURAKARTA  
STUDI KASUS KELURAHAN KETELAN, KRATONAN, DAN JEBRES 
 
 
Bab ini akan menyajikan berbagai informasi mengenai pelaksanaan 
program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta, khususnya 
pelaksanaan program di Kelurahan Ketelan, Kelurahan Kratonan, dan Kelurahan 
Jebres.  
A. SEBARAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA SURAKARTA 
Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin di Kota Surakarta 
adalah terbatasnya akses perumahan yang sehat dan layak, redahnya mutu 
lingkungan pemukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan 
menghuni perumahan yang layak dan sehat. Mereka umumnya tinggal di 
wilayah slum area, dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan terbatasnya 
sarana sanitasi lingkungan, serta ketersediaan air bersih. Hal ini juga akan 
berpengaruh pada rendahnya tingkat kesehatan keluarganya. 
Menurut pendataan yang dilakukan pada tahun 2006, di Kota Surakarta 
terdapat 6.612 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh kecamatan 
dan kelurahan di Kota Surakarta.  
 
Gambar 3.1 Lokasi dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Surakarta 
Sumber: Presentasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Surakarta 
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Rincian jumlah sebaran rumah tidak layak huni yang terdapat pada 
tiap kelurahan di Kota Surakarta, disajikan dalam Tabel Tabel 3.1 Jumlah 
Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta di bawah ini.  
 
Tabel 3.1 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta 
No. 
Wilayah Kecamatan / 
Kelurahan 
Data RTLH Tahun 
2006 
1 Kec. Laweyan                        819  
  1 Kel. Pajang                        209  
  2 Kel. Laweyan                            2  
  3 Kel. Bumi                          95  
  4 Kel. Panularan                        131  
  5 Kel. Sriwedari                          61  
  6 Kel. Penumping                          26  
  7 Kel. Purwosari                          77  
  8 Kel. Sondakan                        124  
  9 Kel. Kerten                          67  
  10 Kel. Jajar                          17  
  11 Kel. Karangasem                          10  
2 Kec. Serengan                        530  
  1 Kel. Joyotakan                        100  
  2 Kel. Danukusuman                        156  
  3 Kel. Serengan                          43  
  4 Kel. Tipes                        160  
  5 Kel. Kratonan                          21  
  6 Kel. Jayengan                          27  
  7 Kel. Kemlayan                          23  
3 Kec. Pasar Kliwon                     2.115  
  1 Kel. Joyosuran                        237  
  2 Kel. Semanggi                      1.214  
  3 Kel. Pasar Kliwon                          26  
  4 Kel. Baluwarti                          31  
  5 Kel. Gajahan                        115  
  6 Kel. Kauman                          69  
  7 Kel. Kampung Baru                          14  
  8 Kel. Kedung Lumbu                          96  
  9 Kel. Sangkrah                        313  
4 Kec. Jebres                     1.447  
  1 Kel. Kepatihan Kulon                          10  




Wilayah Kecamatan / 
Kelurahan 
Data RTLH Tahun 
2006 
  3 Kel. Sudiroprajan                          28  
  4 Kel. Gandekan                          83  
  5 Kel. Sewu                        149  
  6 Kel. Pucangsawit                        199  
  7 Kel. Jagalan                        195  
  8 Kel. Purwodiningratan                        124  
  9 Kel. Tegalharjo                          65  
  10 Kel. Jebres                        246  
  11 Kel. Mojosongo                        281  
5 Kec. Banjarsari                     1.701  
  1 Kel. Mangkubumen                          46  
  2 Kel. Timuran                          30  
  3 Kel. Keprabon                          54  
  4 Kel. Ketelan                          47  
  5 Kel. Punggawan                          28  
  6 Kel. Kestalan                          14  
  7 Kel. Setabelan                          42  
  8 Kel. Gilingan                        273  
  9 Kel. Manahan                          55  
  10 Kel. Sumber                        133  
  11 Kel. Nusukan                        313  
  12 Kel. Kadipiro                        590  
  13 Kel. Banyuanyar                          76  
Kota Surakarta                     6.612  
Sumber: Kecamatan Dalam Angka, Tahun 2007 
 
Total jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 6.612 ini terdiri dari                        
819 rumah di Kecamatan Laweyan, 530 rumah di Kecamatan Serengan, 2.115 
rumah di Kecamatan Pasar Kliwon, 1.447 rumah di Kecamatan Jebres, dan  
1710 rumah di Kecamatan Banjarsari. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, 
kelurahan yang memiliki rumah tidak layak huni terbanyak di Keluraha 1.214 
rumah. Untuk menangani permasalahan rumah tidak layak huni ini, 
Pemerintah Kota Surakata memiliki beberapa program terkait permasalahan 
perumaha permukiman, dan memiliki target bahwa pada tahun 2010 Kota 




B. PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK 
HUNI DI KOTA SURAKARTA  
Program perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan salah satu 
program yang dilakukan untuk mencapai target Kota Surakarta bebas dari 
hunian kumuh pada tahun 2010. Program perbaikan rumah tak layak huni 
merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang 
menempati/mempunyai rumah tak layak huni dengan tujuan dalam rangka 
meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin.  
Program perbaikan rumah tak layak huni ini dilaksanakan di Kota 
Surakarta sejak tahun 2006. Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Surakarta telah 
membangun 225 unit rumah, pada tahun 2007 telah membangun 1.000 unit 
rumah, dan tahun 2008 telah membangun 1.500 unit rumah. Untuk tahun 2009 
hingga 2010 direncanakan dibangun lebih dari 3.000 unit rumah tak layak 
huni, sehingga Kota Surakarta bebas dari hunian liar pada tahun 2010. 
Berikut adalah data realisasi pelaksanaan program perbaikan rumah 
tidak layak huni di Kota Surakarta. 
 
Tabel 3.2 Realisasi Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di  
Kota Surakarta 







s/d 2009 2006 2006 2007 2008 2009 
  LAWEYAN 819 16 128 188 186 518 
1 Pajang 209 10 32 44 35 121 
2 Laweyan 2   4 4 4 12 
3 Bumi 95   15 22 15 52 
4 Panularan 131   20 39 30 89 
5 Sriwedari 61   6 9 15 30 
6 Penumping 26   4 8 12 24 
7 Purwosari 77   12 19 25 56 
8 Sondakan 124 6 19 25 20 70 
9 Kerten 67   11 10 10 31 
10 Jajar 17   3 4 10 17 
11 Karangasem 10   2 4 10 16 
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s/d 2009 2006 2006 2007 2008 2009 
  SERENGAN 530 14 82 24 157 277 
1 Joyotakan 100 6 7 0 0 13 
2 Danukusuman 156   7 0 19 26 
3 Serengan 43 8 5 10 0 23 
4 Tipes 160   11 0 97 108 
5 Kratonan 21   50 11 29 90 
6 Jayengan 27   2 0 12 14 
7 Kemlayan 23   0 3 0 3 
  PASAR KLIWON 2115 85 322 533 448 1388 
1 Joyosuran 237   42 77 60 179 
2 Semanggi 1214 80 180 215 200 675 
3 Pasarkliwon 26   4 10 12 26 
4 Gajahan 115   5 5 43 53 
5 Baluwarti 31   5 48 13 66 
6 Kampung Baru 14   6 6 2 14 
7 Kedunglumbu 96   15 23 23 61 
8 Sangkrah 313 5 55 139 80 279 
9 kauman 69   10 10 15 35 
  JEBRES 1447 56 221 325 323 925 
1 Kepatihan Kulon 10   2   8 10 
2 Kepatihan Wetan 67   4   0 4 
3 Sudiroprajan 28   11 50 25 86 
4 Gandekan 83   13 50 25 88 
5 Sewu 149   24   115 139 
6 Pucang Sawit 199 14 29 60 20 123 
7 Jagalan 195 9 30   20 59 
8 Purwodiningratan 124   20   20 40 
9 Tegalharjo 65   10   20 30 
10 Jebres 246   39 100 30 169 
11 Mojosongo 281 33 39 65 40 177 
  BANJARSARI 1701 54 247 391 386 1078 
1 Kadipiro 590 34 41 45 100 220 
2 Nusukan 313 20 27 42 70 159 
3 Gilingan 273   30 30 27 87 
4 Setabelan 42   10 48 10 68 
5 Kestalan 14   10 10 10 30 
6 Keprabon 54   13 20 15 48 
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s/d 2009 2006 2006 2007 2008 2009 
7 Timuran 30   10 30 25 65 
8 Ketelan 47   44 50 23 117 
9 Punggawan 28   10 21 10 41 
10 Mangkubumen 46   10 20 20 50 
11 Manahan 55   10 25 26 61 
12 Sumber 133   10 30 25 65 
13 Banyuanyar 76   22 20 25 67 
                
 
JUMLAH 6.612 225 1.000 1.461 1.500 4.186 
Sumber : BAPERMAS PP PA & KB Kota Surakarta 
 
Total penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota 
Surakarta Hingga Tahun 2009 adalah sebesar 4186 rumah/KK dari total rumah 
tidak layak huni sebesar 6612 rumah. Dari hasil pendataan tersenut masih ada 
2.426 rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan perbaikan. Setiap 
tahun kuota penerima bantuan mengalami pertambahan, disesuaikan dengan 
APBD Kota Surakarta. 
 
C. PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK 
HUNI DI KEURAHAN KETELEAN, KRATONAN, DAN JEBRES 
Untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perbaikan 
rumah tak layak huni ini dilakukan penelitian dengan mengambil sampel 
lokasi pelaksanaan program di beberapa kelurahan di Kota Surakarta, yaitu 










1. Gambaran Umum Lokasi 
a. Kelurahan Ketelan 
Program perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan 
Ketelan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta ini dilaksanakan mulai 
tahun 2007, dengan rincian penerima bantuan 44 KK pada tahun 2007, 
50 KK pada tahun 2008, dan 23 KK pada tahun 2009. Jadi, total 
penerima bantuan hingga tahun 2009 adalah sebanyak 117 rumah. Dari 
keseluruhan penerima bantuan tersebut, ada dua lokasi di Kelurahan 
Ketelan yang merupakan rumah-rumah berkelompok, yaitu di 
Kampung Totogan dan Kampung Jageran. Dua kampung inilah yang 
menjadi studi kasus pada penelitian ini. 
Sebelum adanya program bantuan pembangunan/perbaikan 
rumah tidak layak huni dari pemerintah, kondisi rumah-rumah di 
kampung Totogan RT 03 RW VI Kelurahan Ketelan ini merupakan 
rumah-rumah non permanen dan semi permanen yang lahannya belum 
bersertifikat. Sebanyak 61 KK merupakan penghuni tanah non legal. 
Lahan yang dihuni warga merupakan tanah milik negara di bantaran 
sungai yang seharusnya tidak boleh ada permukiman, namun 
kenyataannya lahan ini digunakan untuk permukiman.  
Dengan adanya program pensertifikatan nasional tanah milik 
negara (Prona), pada tahun 2005 warga kampung Totogan mengajukan 
permohonan pensertifikatan tanah ke BPN, dan disetujui. Namun tidak 
semua warga di kampung Ketelan 1 bisa mengajukan permohonan 
pensertifikatan tanah. Dari 61 KK terdapat 17 KK yang rumahnya 
berada tepat di pinggir sungai Pepe sehingga warga tersebut tidak 
dapat memperoleh surat sertifikat tanah karena lahan yang digunakan 
untuk rumahnya merupakan jalur hijau yang tidak boleh didirikan 
bangunan dan rumah dari 17 KK tersebut harus dipindahkan. Sehingga 
jumlah warga di kampung Ketelan 1 yang mengajukan pensertifikatan 
tanah sebanyak 44 KK. Setelah ada musyawarah antar warga maka 
diputuskan rumah 17 KK yang berada tepat di pinggir sungai tersebut 
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dibongkar. Dari 17 KK yang rumahnya dibongkar tersebut, terdapat 13 
KK yang tetap tinggal dan menyewa rumah warga di kampung 
Totogan sedangkan 4 KK pindah dari kampung Totogan dan diberi 
santunan dana sebesar Rp 1.100.000,00 tiap KK. Dana santunan ini 
berasal dari warga yakni Rp 100.000,00 x 44 KK. Akhirnya pada tahun 
2007 warga kampung Totogan memperoleh sertifikat tanah dari BPN 
melalui permohonan pensertifikatan tanah. Setelah mendapat sertifikat 
tanah, maka dilaksanakanlah program RTLH. 
 
 
Gambar 3.2 Kondisi Ketelan Sebelum Pelaksanaan Program  
 
Sedangkan lokasi kedua yaitu di Kampung Jageran, menerima 
bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2008, yang 
diberikan kepada 26 KK, bersama dengan 24 KK penerima bantuan 
lain yang lokasinya tersebar di Kelurahan Ketelan. Kampung Jageran 
terletak di RT 1 RW VI Kelurahan Ketelan, juga terdiri dari rumah-
rumah tadak layak huni yang lokasinya berkelompok. Berbeda dengan 
Kampung Totogan, rumah-rumah di Kampung Jageran sudah berupa 
rumah bersertifikat hak milik warga. Program RTLH ini dilaksanakan 












b. Kelurahan Kratonan 
Program perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan 
Kratonan dilakukan mulai tahun 2007, dengan rincian penerima 
bantuan 50 KK pada tahun 2007, 11 KK pada tahun 2008, dan 29 KK 
pada tahun 2009. Jadi total penerima bantuan hingga tahun 2009 
adalah sebanyak 90 rumah. Dari keseluruhan penerima bantuan 
tersebut, ada dua lokasi di Kelurahan Kratonan yang merupakan 
rumah-rumah berkelompok, dua-duanya terletak di RT 01 RW VI. Dua 
lokasi inilah yang menjadi studi kasus penelitian ini.  
 
 
Gambar 3.3 Kondisi Kratonan Sebelum Pelaksanaan Program  
 
11 rumah terletak di sebelah barat SDN Kemasan II merupakan 
rumah-rumah ilegal atau tidak memiliki sertifikat yang berdiri di atas 
tanah bekas makam. 11 KK pada lokasi ini menerima bantuan 
perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2008, yang kemudian 
disebut lokasi Kratonan I. Sebelum mendapatkan bantuan perbaikan 
rumah tidak layak huni, rumah-rumah tersebut ditata kembali dan 
lahannya disertifikat secara swadaya. Kemudian dilakukan 








Gambar 3.4 Denah Kratonan I Sebelum Pelaksanaan Program 








J  a  l  a  n









Gambar 3.5 Denah Kratonan I Sesudah Pelaksanaan Program 
Lokasi mengelompok lainnya terdiri dari 19 KK yang berlokasi 
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di sebelah timur SD Kemasan II. Lokasi Kratonan II ini menerima 
bantuan perbaikan rumah tidak layak huni pada tahun 2009. 
Umumnya, rumah-rumah warga di lokasi ini merupakan rumah non 
permanen dan semi permanen. 19 rumah tersebut terdiri dari 13 rumah 
bersertifikat hak milik warga, dan 6 rumah sewa yang oleh pemilik 
rumah diperbolehkan untuk dibeli dan disertifikasi. 
Pembangunan/perbaikan rumah dilakukan pada tahun 2009 sesuai 














c. Kelurahan Jebres 
Program perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Jebres 
dilakukan mulai tahun 2007, dengan  total rumah tidak layak huni 
sebanyak 246 rumah, berdasarkan hasil pendataan tahun 2006. Rumah-
rumah tidak layak huni tersebut lokasinya tersebar di seluruh RT dan 
RW di Kelurahan Jebres. Umumnya, rumah-rumah tidak layak huni 
hasil pendataan tersebut merupakan rumah non permanen dan semi 
permanen. Pada tahun 2007 bantuan perbaikan rumah tidak layak huni 
diberikan pada 39 rumah, pada tahun 2008 diberikan pada 100 rumah, 
dan pada tahun 2009 kepada 30 rumah. Jadi  total penerima bantuan 
hingga tahun 2009 adalah sebanyak 169 rumah. 
2. Kepanitiaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
Kepanitiaan dala program perbaikan rumah tidak layak huni ini 
terdiri dari Panitia Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di 
Tingkat Kota dan Kelurahan, serta Kelompok Kerja Penerima Bantuan 
Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Ketiga kepanitiaan ini 
dibentuk demi kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Pembangunan/ 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta.  
a. Panitia Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Tingkat Kota 
Panitia Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Tingkat 
Kota ditetapkan oleh Kepala Bapermas Kota Surakarta yang 
beranggotakan unsur dari Bapermas, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas 
Tata Kota, Bapeda, Badan Informasi dan Komunikasi, Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan, Kantor Pertanahan, Bag. Hukum dan 
HAM, Camat, unsure LPMK Tingkat Kota dan LSM. Panitia 
Pembangunan/Perbaikan rumah tidak Layak Huni Tingkat Kota yang 
dibentuk mempunyai tugas: 
1) Mengkoordinir pelaksanaan rencana pemberian bantuan Rumah 
Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin. 
2) Melakukan verifikasi pengajuan proposal permohonan bantuan 
pembangunan/perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. 
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3) Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. 
4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pembangunan/ 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kepada Walikota Surakarta 
melalui kepala Bapermas Kota Surakarta. 
Berdasarkan hasil wawancara, peran masing-masing instansi 
dalam kepanitiaan program perbaikan rumah tidak layak huni tingkat 
kota adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 3.3 Peran Kepanitiaan Pelaksanan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak 
Huni Tingkat Kota 
Instansi/Lembaga Peran 
Bapermas PP&KB Leading sector program perbaikan RLTH 
 Pelaksana pemberi bantuan 
 Koordinator pemberi bantun (memfasilitasi 
kebutuhan masyarakat dengan pihak ke tiga 
pemberi bnatuan 
BAPEDA Tahap pendataan RTLH 
DTK  Memberi bimbingan teknis penataan lingkugan 
perumahan. 
 Pembuatan usulan site plan untuk lokasi-lokasi 
khusu 
DPU Mendukung infrastruktu fisik berkaitan drainase, jalan, 
sanitasi, dapur umum, dll 
Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan 
Mendukung sarana pertamanan 
BPN (Kantor 
Pertanahan) 
Penguatan hak/pembuatan sertifikat dari lahan rumah 
Badan Informasi dan 
Komunikasi 
Tahap pendataan RTLH 
Kecamatan Monitoring pelaksanaan program perbaikan RTLH 
Sumber : Hasil wawancara, 2010 
Program perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan 
program kerjasama antar lembaga/instansi. Peran kepanitiaan 
pelaksanaan program tingkat kota tersebut sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi masing-masing dinas berkaitan dengan 
penanganan masalah perumahan. Berikut adalah bentuk bantuan 
yang diberikan tiap-tiap instansi/dinas pada tiap kelurahan. 
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Tabel 3.4 Bantuan dari Instansi/Lembaga dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
No Instansi/Lembaga Bentuk Bantuan 
Kel. Ketelan Kel. Kratonan Kel. Jebres 
I II I II 
1 BAPERMAS RTLH  dan Latihan RTLH  dan Latihan RTLH  dan Latihan RTLH  dan Latihan RTLH  dan Latihan 
2 BPN Sertifikat-Prona - Sertifikat-Prona - - 
3 PDAM MCK dan Hidran 
Umum 
MCK dan Hidran 
Umum 
MCK dan Hidran 
Umum 
MCK dan Hidran 
Umum 
- 
4 DPU   Fasilitas Umum 
 Paving jalan 
Fasilitas Umum 
 Paving jalan 
Fasilitas Umum 
 Paving jalan 
Fasilitas Umum 
 Paving jalan 
- 
5 DTK Site Plan dan Ragam 
Bias 
Site Plan dan Ragam 
Bias 
Site Plan dan Ragam 
Bias 
Site Plan dan Ragam 
Bias 
- 













7 DISNAKER Latihan dan Alat 
Catering 
- - - - 
8 DISPERINDAG - - Gerobak untuk Jualan - - 
9 YLP3/BLUD Penjaminan Penjaminan Penjaminan Penjaminan - 
10 SUF UN HABITAT - - Pinjaman lunak Pinjaman lunak 
Hadiah hari habitat – 
dapur umum/komunal 
- 
Sumber : Hasil wawancara, 2010 
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Kurang lebih ada 10 lembaga/instansi yang terlibat dalam 
kepanitiaan program perbaikan rumah tidak layak huni tingkat kota. 
Peran masing-masing instansi tersebut berbeda-beda pada setiap 
kelurahan, bahkan di Kelurahan Jebres peran instansi yang terlibat 
hanya Bapermas saja. 
b. Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak 
Huni Tingkat Kelurahan  
Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni Tingkat Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan, 
dengan anggota lima orang yang terdiri dari unsur Kelurahan, LPMK, 
Tokoh Masyarakat, petugas fungsional Bapermas tingkat 
Kelurahan/Penyuluh KB dan Kesos (PLKB/PKB) dan Bendahara 
Kelurahan. 
Panitia Pelaksana Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni Tingkat kelurahan yang dibentuk mempunyai tugas: 
1) Menginventarisasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan 
tersebut. 
2) Mengusulkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni hasil inventarisasi 
yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan. 
3) Mengalihkan bantuan kepada penerima yang lain hal ada 
permasalahan dengan penerima sebelumnya. 
4) Melaporkan semua tugas kepada Panitia Pembangunan/ Perbaikan 
Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kota. 
Berdasarkan hasil wawancara, peran tiap pihak dalam 
kepanitiaan program perbaikan rumah tidak layak huni tingkat 





Tabel 3.5 Peran Kepanitiaan Pelaksanan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak 




 Mensosialisasikan program kepada masyarakat 
 Melakukan pendataan RTLH 
 Penanggung jawab program tingkat kelurahan 
 Monitoring pelaksanaan jalannya program 
 Fasilitator pelaksanaan program perbaikan RTLH, menghubungkan 
masyarakat dengan pemerintah kota, SKPD, bank, HRC, dll 
 Memotivasi dan mendorong masyarakat dalam pelaksanaan 
program 
LPMK Bersama-sama kepanitiaan tingkat kelurahan membentuk Pokja dan 
monitoring pelaksanaan program. 
Tokoh 
Masyarakat 
Bersama-sama kepanitiaan tingkat kelurahan membentuk Pokja dan 
monitoring pelaksanaan program. 
PLKB  Mensosialisasikan program 
 Penghubung masyarakat dengan instansi/lembaga tingkat kota. 
Bendaha 
Kelurahan 
Urusan pencairan dana bantuan perbaikan RTLH 
Sumber : Hasil wawancara, 2010 
 
Berdasarkan Tabel 3.5 Peran Kepanitiaan Pelaksanan 
Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan 
yang merupakan hasil wawancara kepada lembaga yang terkait di 
atas, kepanitiaan pelaksanaan program perbaikan rumah tidak 
layak huni tingkat kelurahan memiliki peran yang sama pada 
masing-masing kelurahan. 
c. Kelompok Kerja  
Kelompok kerja penerima bantuan pembangunan/ 
perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah tersebut yang terdiri 
dari ketua, sekretaris, bendahara dan empat anggota. Kelompok 
kerja ini mempunyai tugas: 
a) Mengusulkan rencana kebutuhan pembangunan/perbaikan 
rumah tidak layak huni kepada panitia tingkat kelurahan. 
b) Mengkonsultasikan, mengkoordinasikan dan melaporkan 
pelaksanaan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni 
secara periodik kepada kepala bapermas Kota Surakarta 
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melalui tim pelaksana pembangunan/perbaikan rumah tidak 
layak huni tingkat kelurahan. 
Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pembentukan 
kelompok kerja, peran kelompok kerja, serta keberlanjutan 
kelompok kerja dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak 
layak huni sama pada tiap kelurahan. Dimana pembentukannya 
dilakukan dalam rapat kepanitiaan program perbaikan rumah tidak 
layak huni tingkat kelurahan, peran/tugas dilakukan sesuai dengan 
peraturan yang menjadi dasar program ini, dan di setiap lokasi 
kelurahan sama-sama tidak ada keberlanjutan atas kelompok kerja 
tersebut. Tugas mereka selesai setelah program selesai 
dilaksanakan. 
3. Proses dan Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan Program 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
Proses dan Mekanisme pengajuan serta pencarian bantuan program 
perbaikan rumah tidak layak huni sebesar dua juta rupiah tiap rumah/KK 
telah diatur dalam Peraturan Walikota No 5 A tahun 2008. Untuk 
pelaksanaan mekanisme pengajuan bantuan dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta yang berlaku 
pada tahun berjalan. Sedangkan mekanisme pencairan bantuan secara 
administratif diserahkan kepada ketua dan bendahara kelompok kerja 
penerima bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni 
mewakili anggota kelompok penerima bantuan pembangunan/perbaikan 
rumah tidak layak huni oleh Kantor Keuangan Pemerintah Kota Surakarta 
yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) Penyerahan Bantuan. 
Untuk mengetahui sumber dan besar bantuan, pelaksanaan 
mekanisme pengajuan dan pencairan bantuan serta penggunaan bantuan 




Tabel 3.6 Pembiayaan dalam Pelaksanan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  
Aspek Kelurahan 
Ketelan Kratonan Jebres 
I II I II  
Sumber 
Bantuan 
 Dana APBD sebesar 2 
juta per rumah 
 Bantuan tiap-tiap 




 Dana APBD sebesar 2 
juta per rumah 
 Bantuan tiap-tiap 
dinas/instansi yang ikut 
berpartisipasi 
 
 Dana APBD sebesar 2 
juta per rumah 
 Bantuan tiap-tiap 
dinas/instansi yang ikut 
berpartisipasi 
 Bantuan pinjaman lunak 
dari UN HABITAT 
melalui BLUD sebesar 
7.5 juta per rumah 
 Dana APBD sebesar 2 juta 
per rumah 
 Bantuan tiap-tiap 
dinas/instansi yang ikut 
berpartisipasi 
 Bantuan pinjaman lunak 
dari UN HABITAT 
melalui BLUD sebesar 5 
juta per rumah 






 Mengajukan proposal 
pengajuan bantuan yang 
berisi nama penerima, 
alamat, uraian bantuan 
dan jumlah anggaran, 
kepada Kepala Bapermas 
PP, PA&KB 





 Mengajukan proposal 
pengajuan bantuan yang 
berisi nama penerima, 
alamat, uraian bantuan 
dan jumlah anggaran, 
kepada Kepala Bapermas 
PP, PA&KB 





 Mengajukan proposal 
pengajuan bantuan yang 
berisi nama penerima, 
alamat, uraian bantuan 
dan jumlah anggaran, 
kepada Kepala Bapermas 
PP, PA&KB 





 Mengajukan proposal 
pengajuan bantuan yang 
berisi nama penerima, 
alamat, uraian bantuan dan 
jumlah anggaran, kepada 
Kepala Bapermas PP, 
PA&KB 





 Mengajukan proposal 
pengajuan bantuan yang 
berisi nama penerima, 
alamat, uraian bantuan dan 
jumlah anggaran, kepada 
Kepala Bapermas PP, 
PA&KB 








 diserahkan kepada Ketua 
dan Bendahara kelompok 
kerja Penerima Bantuan 
 diserahkan kepada Ketua 
dan Bendahara kelompok 
kerja Penerima Bantuan 
 diserahkan kepada Ketua 
dan Bendahara kelompok 
kerja Penerima Bantuan 
 diserahkan kepada Ketua 
dan Bendahara kelompok 
kerja Penerima Bantuan 
 diserahkan kepada Ketua 
dan Bendahara kelompok 




Ketelan Kratonan Jebres 
I II I II  
Pembangunan/Perbaikan 




 Panitia Pelaksana Tingkat 




rumah tidak layak huni 
Pembangunan/Perbaikan 
Rumah Tidak Layak 
Huni mewakili anggota 
kelompok Penerima 
Bantuan 
 Panitia Pelaksana Tingkat 




rumah tidak layak huni 
Pembangunan/Perbaikan 




 Panitia Pelaksana Tingkat 




rumah tidak layak huni 
Pembangunan/Perbaikan 




 Panitia Pelaksana Tingkat 




rumah tidak layak huni 
Pembangunan/Perbaikan 




 Panitia Pelaksana Tingkat 




rumah tidak layak huni 
Penggunaan 
bantuan 
 Perbaikan/renovasi rumah 
 Perbaikan sarana-
prasarana 
- Air bersih 
- Sanitasi/WC Umum 
- Jalan 
- Drainase 






- Air bersih 
- Sanitasi/WC Umum 
- Jalan 
- Drainase 
- Lampu penerangan 
jalan 
- Taman 
 Perbaikan/renovasi rumah 
 Perbaikan sarana-
prasarana 
- Air bersih 
- Sanitasi/WC Umum 
- Jalan 
- Drainase 
- Lampu penerangan jalan 
- Taman 
 Perbaikan/renovasi rumah 
 Perbaikan sarana-prasarana 
- Air bersih 
- Sanitasi/WC Umum 
- Jalan 
- Drainase 
- Lampu penerangan jalan 
- Taman 




 Tidak ada  Bantuan pinjaman 5 juta 
kepada 20 KK untuk 
modal ekonomi 
 Bantuan modal ekonomi, 
sedang diajukan 
 Hadiah dari UN Habitat 
sebesar 100 juta untuk 
membangun dapur 
komunal 
 Tidak ada 
Sumber : Hasil wawancara, 2010 
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Besarnya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang 
dianggarkan dalam APBD Kota Surakarta adalah sebesar 2 juta rupiah tiap 
rumah/KK. Tapi dalam pelaksanaannya, atas kerjasama yang dilakukan 
dinas/instansi pemerintah kota surakarta dan dengan pihak ketiga seperti 
UN Habitat, maka sumber dan besar dari bantuan tersebut bertambah. 
Sayangnya bantuan lain yang diberikan dinas mupun lembaga lain tersebut 
hanya diberikan pada lokasi-lokasi tertentu saja, seperti di Kelurahan 
Ketelen dan Kratonan yang mendapatkan bantuan lain dari dinas-dinas 
berupa perbaikan sarana-prasarana dan juga pinjaman lunak dari lembaga 
UN Habitat. 
4. Hasil Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
Program perbaikan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan di 
Kota Surakarta merupakan program pemberian bantuan sebesar 2 juta 
rupiah kepada setiap rumah tidak layak huni hasil pendataan panitia 
program dan diharapkan dapat benar-benar digunakan untuk memperbaiki 
rumahnya.  
Merujuk pada azas pembangunan perumahan berkelanjutan yang  
menggunakan konsep tridaya, perumahan dan permukiman 
diselenggarakan dengan menggunakan prinsip keseimbangan 
pembangunan, yang diterjemahkan sebagai perlindungan lingkungan, 
pengembangan masyarakat, dan pengembangan ekonomi. Untuk itu, hasil 
dari pelaksanaan program ini dikelompokkan dalam komponen tridaya 
pembangunan perumahan, antara lain komponen fisik/lingkungan, 









Tabel 3.7 Hasil Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
Komponen Kelurahan 
Ketelan Kratonan Jebres 




Lahan  Rumah warga berada 
tepat di pinggir sungai 
yang seharusnya tidak 
boleh didirikan 
bangunan  
 Ada perubahan status 
lahan dari ilegal 
menjadi hak milik 
melalui sertifikat-prona. 
 Tidak ada perubahan 
status lahan karena semua 
yang mendapatkan 
bantuan sudah memiliki 
sertifikat 
 Ada perubahan status 
lahan dari ilegal menjadi 
hak milik melalui 
sertifikat-prona. 
 Sebagian rumah telah 
memiliki sertifikt, tapi 
ada 6 rumah/KK yang 
masih dalam proses 
pembuatan sertifikat, saat 
ini masih berstatus lahan 
sewa.. 
 Tidak ada perubahan 
status lahan karena 
semua yang 
mendapatkan bantuan 
sudah memiliki sertifikat 
Rumah 
 
 Rumah-rumah yang 
mendapat bantuan 
adalah rumah-rumah yg 
lokasinya berkelompok, 
umumnya merupakan 
rumah non permanen 
dan semi permanen.  




 Rumah-rumah yang 




rumah non permanen dan 
semi permanen.  
 Dilakukan perbaikan 
rumah, sehingga 
ketahanan rumah menjadi 
 
 Rumah-rumah yang 




rumah non permanen dan 
semi permanen.  
 Dilakukan perbaikan 
rumah, sehingga 
ketahanan rumah menjadi 
 
 Rumah-rumah yang 




rumah non permanen dan 
semi permanen.  
 Dilakukan perbaikan 
rumah, sehingga 
ketahanan rumah menjadi 
 
 Rumah-rumah yang 
mendapat bantuan adalah 
rumah-rumah yg 
lokasinya tersebar di 
kelurahan Jebres, 
umumnya merupakan 
rumah non permanen dan 






Ketelan Kratonan Jebres 
I II I II 







perbaikan PAM umum 
 
 Pembangunan/ perbaikan 
PAM umum 
 
 Pembangunan/ perbaikan 
PAM umum 
 Rencana pembangunan/ 
perbaikan PAM umum 
 Tidak ada 
Sanitasi 
 
 Pembangunan WC 
umum 
 
 Pembangunan/ perbaikan 
WC umum 
 
 Pembangunan WC umum 
 Rencana pembangunan/ 
perbaikan WC umum 
tahun 2010 




Ketelan Kratonan Jebres 








 Lampu penerangan 
jalan 
 
 Pembangunan jalan 
 Taman 
 Lampu penerangan jalan 
 
 Pembangunan jalan 
paving 
 Taman 
 Lampu penerangan jalan 
 Rencana pembangunan 
jalan paving, taman, 
lampu penerangan jalan 
(tahun 2010) 








 Pelatihan pembuatan 
shuttelkok 
 Pelatihan menjahit 
 
 Pinjaman 5 juta untuk 
modal usaha ekonomi 
kepada 20 orang 
 Pelatihan pembuatan intip 
 Rencana modal usaha 
 Rencana pembuatan 
dapur komunal 
 Rencana modal usaha  




Ketelan Kratonan Jebres 




 Gotong royong dalam 
pelaksanaan program 
 Gotong royong dalam 
pelaksanaan program 
 Gotong royong dalam 
pelaksanaan program 
 Gotong royong dalam 
pelaksanaan program 










 Pokja, namun 
kepengurusan berakhir 
detelah program berakhir 
 Pokja, namun 
kepengurusan berakhir 
detelah program berakhir 
 Pokja, namun 
kepengurusan berakhir 
detelah program berakhir 
 Pokja, namun 
kepengurusan berakhir 




 Ada program-program 
lain tetapi tidak 
berkaitan dengan RTLH 
 Ada program-program 
lain tetapi tidak berkaitan 
dengan RTLH 
 Mendapatkan hadiah 100 
juta dari UN HABITAT 
untuk pembaguanan 
taman 
 Mendapatkan hadiah 100 
juta dari UN HABITAT 
untuk pembaguanan 
taman 
 Ada program-program 
lain tetapi tidak berkaitan 
dengan RTLH 





D. PERSEPSI MASYARAKAT 
Masyarakat sebagai objek penerima bantuan dalam program perbaikan 
rumah tidak layak huni, secara langsung merasakan dampak pelaksanaan 
program. Persepsi masyarakat diperlukan dalam evaluasi program untuk 
mengetahui tingkat keberhasilan program dimata masyarakat. 
1. Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Tingkat Penghasilan 
Karakteristik masyarakat penerima bantuan perbaikan rumah tidak 
layak huni berdasarkan tingkat penghasilannya pada tiap kelurahan 
berdasarkan hasil penyebaran kuisioner adalah sebagai berikut. 
 
Tabel 3.8 Karakteristik Masyarakat Berdasarkan Tingkat Penghasilan 
No Tingkat Penghasilan 
Warga 
Ketelan Kratonan Jebres 
Jml % 
Jml % Jml % Jml % 
1 < Rp 300.000 1 4,17% 1 7,14% 3 8,57% 5 6,85% 
2 Rp 300.000-500.000 9 37,50% 5 35,71% 11 31,43% 25 34,25% 
3 Rp 500.000-900.000 10 41,67% 6 42,86% 15 42,86% 31 42,47% 
4 Rp 900.000-1.500.000 2 8,33% 1 7,14% 6 17,14% 9 12,33% 
5 >Rp 1500.000 2 8,33% 1 7,14% 0 0,00% 3 4,11% 
Jumlah 24 100% 14 100% 35 100% 73 100% 
Sumber : Hasil wawancara, 2010 
 
 




Tingkat penghasilan masyarakat penerima bantuan program 
perbaiakan rumah tidak layak huni di Kelurahan Ketelan, Kratonan, dan 
Jebres didominasi oleh tingkat penghasilan warga sebesar Rp 500.000-
900.000 dengan presentase sebesar 42,47% dan tingkat penghasilan warga 
sebesar Rp 300.000–Rp 500.000 dengan presentase sebesar 34,35%. 
Sedangkan tingkat penghasilan warga dominasi terkecil terdiri dari 6,85% 
masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 300.000 dan 4,11% masyarakat 
dengan penghasilan tebih dari Rp 1.500.000,00. 
2. Keadaan Rumah Sebelum Pelaksanaan Program 
Program perbaikan rumah tidak layak huni diberikan kepada 
masyarakat miskin yang menempati rumah tidak layak huni di Kota 
Surakarta. Keadaan rumah  masyarakat yang mendapatkan bantuan 
program perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan kriteria rumah 
tidak layak huni yang berhak mendapatkan bantuan sesuai dengan kriteria 
yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota No 5 A Tahun 2008, dari hasil 
olah data kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat adalah sebagai 
berikut.  
 
Tabel 3.9 Kondisi Bangunan Rumah Sebelum Pelaksanaan Program 
No Kondisi Sebelum Program Jumlah % 
1 Luas lantai rata-rata per penghuni <4 m
2
 63 86,30% 
2 Sumber air tidak sehat  14 19,18% 
3 Tidak mempunyai akses MCK 14 19,18% 
4  Bangunan tidak permanen 48 65,75% 
5 Tidak mempunyai pencahayaan matahari dan 
ventilasi udara. 36 49,32% 
6 Tidak memiliki pembagian keruangan 46 63,01% 
7 Lantai dari tanah dan rumah lembab/pengap 64 87,67% 
8 Kondisi rusak 67 91,78% 
 Rata-rata 44 60,27% 





Gambar 3.7 Kondisi Rumah Sebelum Pelaksanaan Program 
 
Keadaan rumah masyarakat penerima bantuan program perbaikan 
rumah tidak layak huni hasil olah data kuisioner yang dibagikan kepada 
sapel masyarakat di kelurahan Ketelan, Kratonan, dan Jebres kriteria 
rumah tidak layak huni yang banyak ditemukan adalah berupa rumah 
dalam keadaan rusak, luas lantai rata-rata per penghuni <4 m
2
, Lantai dari 
tanah dan rumah lembab/pengap, serta merupakan bangunan tidak 
permanen, dengan presentase rata-rata 60,27%. 
 
Keterangan: 
A : Luas lantai rata-rata per penghuni <4 m
2
 
B : Sumber air tidak sehat  
C : Tidak mempunyai akses MCK 
D :  Bangunan tidak permanen 
E : Tidak mempunyai pencahayaan matahari dan ventilasi udara. 
F : Tidak memiliki pembagian keruangan 
G : Lantai dari tanah dan rumah lembab/pengap 




3. Kesesuaian Harapan Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program  
Kesesuaian harapan masyarakat terhadap program yang 
dilaksanakan pada tiap kelurahan berdasarkan hasil penyebaran kuisioner 
adalah sebagai beikut. 
 





Ketelan Kratonan Jebres 
Jumlah % 
Jml % Jml % Jml % 
1 sesuai harapan 15 62,50% 8 57,14% 12 34,29% 35 47,95% 
2 belum sesuai harapan 9 37,50% 6 42,86% 23 65,71% 38 52,05% 
Jumlah 24 100% 14 100% 35 100% 73 100% 
Sumber : Hasil wawancara, 2010 
 
 
Gambar 3.8 Kesesuaian Harapan Masyarakat 
 
Tingkat kesesuaian harapan masyarakat penerima bantuan program 
perbaiakan rumah tidak layak huni di Kelurahan Ketelan, Kratonan, dan 
Jebres terbagi dalam dua suara, yaitu kelompok masyarakat yang merasa 
program telah sesuai dengan harapan mereka, yaitu sebesar 48% dan 
kelompok masyarakat yang merasa pelaksanaan program belum sesuai 
dengan keinginan mereka 52%. Di Kelurahan Ketelan dan Katonan lebih 
87 
 
didominasi kelompok masyarakat yang merasa pelaksanaan program telah 
sesuai dengan keinginan mereka, sedangkan di Kelurahan Jebres lebih 
didominasi dengan kelompok masyarakat yang merasa pelaksanaan 
program belum sesuai dengan harapan mereka.  
Alasan utama pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak 
huni ini belum sesuai dengan harapan mereka adalah karena masyarakat 
merasa besarnya bantuan yang didapatkan belum bisa mewujudkan rumah 
yang layak bagi mereka. Seperti pada kelurahan Jebres, dimana perbaikan 
hanya dilakukan untuk memperbaikai rumah saja. Sebagai contoh adalah 
rumah di bawah ini, dimana bantuan digunakan untuk memperbaiki 




Gambar 3.9 Rumah Penerima bantuan RTLH di Kelurahan Jebres 
 
Pada gambar 3.9 di atas, bagian rumah yang diperbaiki adalah 
bagian genteng yang dirombak total. Tapi kondisi temboknya masih rusak, 
lantainya juga masih berupa tanah. Jadi pemilik rumah masih merasa 
belum puas karena tidak bisa memperbaiki kerusakan lainnya.  
Kasus lainnya lagi di Kelurahan Kratonan, dimana di lokasi 
Kratonan I rumah yang ditata dan dibangun ulang masih berupa rumah 
dengan dinding yang belum diplester dan genteng seadanya, seperti dalam 




Gambar 3.10 Rumah Penerima bantuan RTLH di Kelurahan Kratonan 
 
 Menurut pengakuan pemilik rumah, ketika hujan air merembes, 
bahkan gentengnya ada yang bocor. Karena itulah pemilik rumah masih 
merasa belum puas terhadap pelaksanaan program. 
 
4. Persepsi Masyarakat Mengenai Manfaat Program Perbaikan RTLH 
Persepsi masyarakat tentang manfaat program perbaikan rumah 
tidak layak huni yang dilaksanakan di kota Surakarta pada tiap kelurahan 
berdasarkan hasil penyebaran kuisioner adalah sebagai beikut. 
 
Tabel 3.11 Persepsi Masyarakat Mengenai Adanya Manfaat Program  
No Manfaat yang Dirasakan Ya Tidak 
Jumlah % Jumlah % 
1 Membantu dalam pembangunan/ 
perbaikan rumah 
73 100,00% 0 0,00% 
2 Memiliki rumah yang legal 23 31,51% 50 68,49% 
3 Membantu dalam peningkatan sarana 
dan prasarana 
38 52,05% 35 47,95% 
4 Meningkatkan keswadayaan 
masyarakat 
52 71,23% 21 28,77% 
5 Meningkatkan ekonomi masyarakat 20 27,40% 53 72,60% 
  Rata-rata 41,2 56,44% 31,8 43,56% 





Gambar 3.11 Persepsi Masyarakat Mengenai Manfaat Program 
Keterangan: 
A : Membantu dalam pembangunan/perbaikan rumah 
B : Memiliki rumah yang legal 
C : Membantu dalam peningkatan sarana dan prasarana 
D : Meningkatkan keswadayaan masyarakat 
E : Meningkatkan ekonomi masyarakat 
 
Manfaat yang paling dirasakan masyarakat dari program ini adalah 
program ini membantu dalam pembangunan/perbaikan rumah mereka, 
dirasakan seluruh penerima bantuan dengan presentase 100%. Sedangkan 
manfaat yang paling kecil dirasakan masyarakat adalah meningkatkan 
ekonomi masyarakat, yaitu hanya sebesar 27,40%. 
 
5. Persepsi Masyarakat Mengenai Permasalahan dalam Pelaksanan 
Program Perbaikan RTLH 
Persepsi masyarakat tentang permasalahan dalam pelaksanaan 
program perbaikan rumah tidak layak huni pada tiap kelurahan 








Tabel 3.12 Persepsi Masyarakat atas Adanya Permasalahan  
Pelaksanaan Program  
No Tahapan Ya Tidak 
Jumlah % Jumlah % 
1 Pendataan 0 0,00% 73 100,00% 
2 Sosialisasi 0 0,00% 73 100,00% 
3 Pembentukan Kelompok kerja (Pokja) 0 0,00% 73 100,00% 
4 Pembangunaan 11 15,07% 62 84,93% 
5 Setelah Pembangunaan 
selesai/penghunian 
16 21,92% 57 78,08% 
Sumber : Hasil wawancara, 2010 
 
 
Gambar 3.12 Persepsi Masyarakat atas Adanya Permasalahan dalam Pelaksanaan  
Program 
Keterangan: 
A : Pendataan 
B : Sosialisasi 
C : Pembentukan Kelompok kerja (Pokja) 
D : Pembangunaan 
E : Setelah Pembangunaan selesai/penghunian 
 
Berdasarkan hasil survey melalui kuisioner kepada masyarakat, 
tidak banyak permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program. 
Hanya ada dua permasalahan yaitu dalam proses pembangunaan dan pasca 
pelaksanaan program yang dirasakan beberapa warga. Permasalahan 
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dalam proses pembanguanan dirasakan 15,07% masyarkat, yaitu berupa 
permasalahan teknis yang pada akhirnya bisa diatasi baik bersama-sama 
maupun sendiri. Sedangkan permasalahan pasca pelaksanaan program 
dirasakan 21,92% masyarakat yaitu berupa kesulitan pengembalian 
pinjaman pada beberapa lokasi yang mendapatkan pinjaman lunak dari 
lembaga UN Habitat. 
6. Persepsi Masyarakat Mengenai Peningkatan Aspek Fisik, Ekonomi, 
dan Sosial Pasca Pelaksanaan Program 
Persepsi masyarakat tentang peningkatan aspek fisik, ekonomi, dan 
sosial yang terjadi atas pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak 
huni yang dilaksanakan di kota Surakarta pada tiap kelurahan berdasarkan 
hasil penyebaran kuisioner adalah sebagai beikut. 
 
Tabel 3.13 Persepsi Masyarakat Mengenai Peningkatan Aspek Fisik, Ekonomi, dan  
Sosial Pasca Pelaksanaan Program 
No Peningkatan Aspek Ya Tidak 
Jumlah % Jumlah % 
1 Ketahanan rumah 73 100,00% 0 0,00% 
2 Kejelasan status lahan dan rumah 38 52,05% 35 47,95% 
3 Akses air bersih 38 52,05% 35 47,95% 
4 Akses sanitasi 38 52,05% 35 47,95% 
5 Kecukupan luas area untuk 
tinggal 
12 16,44% 61 83,56% 
6 Ekonomi masyarakat  20 27,40% 53 72,60% 
7 Keswadayaan masyarakat 52 71,23% 21 28,77% 
8 Lembaga keswadayaan 
masyarakat 
73 100,00% 0 0,00% 
9 Program-program Kec/Kota 21 28,77% 52 71,23% 





Gambar 3.13 Persepsi Masyarakat Mengenai Peningkatan Aspek Fisik, Ekonomi, 
dan Sosial 
Keterangan: 
A : Ketahanan rumah  
B : Kejelasan status lahan dan rumah  
C : Akses air bersih 
D : Akses sanitasi 
E : Kecukupan luas area untuk tinggal 
F : Ekonomi masyarakat  
G : Keswadayaan masyarakat 
H : Lembaga keswadayaan masyarakat 
I : Program-program Kec/Kota 
 
Peningkatan yang dirasakan masyarakat atas pelaksanaan program 
perbaikan rumah tidak layak huni lebih dirasakan pada peningkatan fisik 
seperti ketahanan rumah, akses air bersih, dll. Karena secara umum 
program ini hanya memperbaiki fisik rumah saja. Tetapi dengan adanya 
keterlibatan warga yang dikoordinatori oleh pokja dari masyarakat itu 
sendiri dalam pelaksanaan program ini, telah meningkatkan kebersaman 
dan keswadayaan mereka. Sedangkan unuk ekonomi, karena hanya lokasi 
tertentu saja yang medapatkan bantuan ekonimi, maka peningkatan 





ANALISIS EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM  
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 
 
 
Bab ini akan membahas berbagai kajian analisis mengenai pelaksanaan 
program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta. Materi studi yang 
terkait dengan analisis ini antara lain analisis efektifitas pencapaian tujuan, 
ketepatan kelompok sasaran, efisiensi pelaksanaan program, kecukupan capaian 
program, serta responsitas masyarakat akan program.  
 
A. ANALISIS EFEKTIFITAS PENCAPAIAN TUJUAN PELAKSANAAN 
PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI 
Analisis efektifitas pencapaian tujuan diukur dengan menggunakan 
dua indikator, yaitu: 
 Tercapainya tujuan program “Meningkatnya kualitas hidup/derajat 
kesehatan masyarakat miskin Kota Surakarta (Bidang Perumahan)” 
 Mendukung tercapainya target “Kota Surakarta bebas dari hunian 
kumuh pada tahun 2010” 
Penilaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan dua analisis 
yaitu analisis pencapaian tujuan program serta analisis pencapaian target 
kebijakan terkait.  
1. Analisis Pencapaian Tujuan Program 
Berdasarkan data pada Tabel 3.7 Hasil Pelaksanaan Program 
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang ada di bab sebelumnya (Bab 
III) setiap rumah rata-rata mengalami peningkatan ketahanan rumah, 
namun tidak seluruh lokasi penerima bantuan mendapatkan bantuan 
perbaikan sarana-prasarana rumah, air bersih, sanitasi, dan limbah. Jadi 
hanya sebagian penerima bantuan yang mengalami peningkatan 
penyediaan sarana prasarana rumah, air bersih, sanitasi, dan air limbah. 
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Pada lokasi-lokasi dengan penanganan khusus seperti di Kelurahan 
Ketelan dan Kelurahan Kratonan, jelas terjadi peningkatan penyediaan 
sarana prasarana rumah, air bersih, sanitasi, dan penyehatan lingkungan 
karena penanganan yang dilakukan pada dua lokasi tersebut tidak hanya 
perbaikan rumah saja melainkan juga perbaikan sarana prasarana 
pendukung perumahan lainnya. Sedangkan di Kelurahan Jebres, seperti 
yang terjadi pada kebanyakan rumah di kelurahan lain di Kota Surakarta, 
hanya dilakukan perbaiakn rumah tanpa perbaikan sarana-prasarana 
seperti pembangunan/perbaikan PAM/sumur komunal dan WC umum. 
2. Analisis Pencapaian Target Kebijakan Terkait (Target Kota 
Surakarta Bebas RTLH Tahun 2010) 
Pemerintah Kota Surakarta memiliki target dalam menjalankan 
program-program terkait permasalahan perumahan dan permukiman di 
Kota Surakarta yaitu Kota Surakarta bebas kumuh pada tahun 2010. 
Program perbaikan rumah tidak layak huni ini merupakan salah satu 
program yang mendukung tercapainya target tersebut. Untuk melihat 
apakah program ini benar-benar mendukung tercapainya target ini 
dilakukan analisis sebagai berikut. 
 














2006 2006 2007 2008 2009 Jml % Jml % 










2 Serengan 530 14 82 24 157 277 52% 253 48% 
3 Pasar Kliwon 2.115 85 322 533 448 1.388 66% 727 34% 
4 Jebres 1.447 56 221 325 323 925 64% 522 36% 
5 Banjarsari 1.701 54 247 391 386 1.078 63% 623 37% 
 
Jumlah 6.612 225 1.000 1.461 1.500 4.186 63% 2.426 37% 




Dari Tabel 4.1 Analisis Pencapaian target Kota Surakrta Bebas 
Kumuh Tahun 2010 di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2006 hingga 
tahun 2009, program perbaikan rumah tidak layak huni yang diberikan 
kepada masyarakat miskin Kota Surakarta telah berperan mengurangi 
jumlah rumah tidak layak huni sebesar 4.186 rumah atau 63% dari total 
rumah tidak layak huni di Kota Surakarta. Hal ini berarti dapat dinyatakan 
benar bahwa program perbaikan rumah tidak layak huni ini mendukung 
tercapainya target Kota Surakarta bebas kumuh pada tahun 2010 meskipun 
target tersebut belum sepenuhnya tercapai. 
Dari kedua analisis tersebut kemudian dapat dilakukan analisis 
terhadap efektifitas pencapaian tujuan program perbaikan rumah tidak layak 
huni ini dalam tabel sebagai berikut. 
 
Tabel 4.2 Analisis Efektifitas Pencapaian Tujuan 
Sumber : Hasil Analisis, 2010 
No. Variabel 
Efektifitas 
Indikator Tolok Ukur Analisis 
Tolok Ukur Indikator 
1 Pencapaian 
Tujuan 


























dilihat dari belum 
meningkatnya 
setiap rumah dan 
sarana-prasarana 
penerima bantuan, 



















pelayanan air bersih 
Tidak seluruh 
lokasi mendapatkan 































hunian kumuh di 
Kota Surakarta  
sebesar 63%. 
Efektif   
mendukung 
berkurangnya 
hunian kumuh di 




Berdasarkan  Tabel 4.2 Analisis Efektifitas Pencapaian Tujuan di atas, 
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program belum efektif dilihat dari 
belum tercapainya seluruh indikator efektifitas program. Indikator 
meningkatnya kualitas hidup/derajat kesehatan masyarakat miskin Kota 
Surakarta belum sepenuhnya tercapai, karena belum meningkatnya setiap 
kondisi rumah dan penyediaan sarana-prasarananya karena tidak seluruh 
lokasi mendapatkan perbaikan yang sama. Sedangkan untuk indikator 
mendukung tercapainya target Kota Surakarta bebas hunian kumuh pada tahun 
2010 telah tercapai 63%, dengan diperbaikinya 4.186 rumah dari total 6612 
tidak layak huni di Kota Surakarta. Jadi program ini telah mendukung 
tercapainya target Kota Surakarta, bebas dari hunian kumuh pada tahun 2010, 
meskipun hanya sebesar 63%. 
 
B. ANALISIS KESESUAIAN KELOMPOK SASARAN PELAKSANAAN 
PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
Analisis kesesuaian kelompok sasaran pelaksanaan program perbaikan 
rumah tidak layak huni dilakukan dengan mengidentifikasi kelompok 
masyarakat yang mendapatkan bantuan program perbaikan rumah tidak layak 
huni. Analisis ini bertujuan untuk mengukur apakah kelompok sasaran dari 
pelaksanaan program ini telah sesuai dengan sasaran utama dari pelaksanaan 
program yang tercantum di Peraturan Walikota No 5A tahun 2008. 
Kesesuaian kelompok sasaran program perbaikan rumah tidak layak huni ini 
dianalisis dengan dua tolok ukur yaitu: 
 Sasaran adalah masyarakat miskin 
 Sasaran menempati rumah tidak layak huni 
Penilaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan dua analisis 
yaitu analisis terhadap tingkat penghasilan masyarakat penerima bantuan serta 





1. Analisis Tingkat Penghasilan Masyarakat Penerim Program 
Analisis tingkat penghasilan masyarakat penerima bantuan 
program perbaikan rumah tidak layak huni dilakukan untuk mengetahui 
tingkat penghasilan masyarakat penerima bantuan, yang disajikan dalam 
tabel sebagai berikut. 
 
Tabel 4.3 Analisis Tingkat Penghasilan Masyarakat Penerim Program 
No Tingkat Penghasilan 
Masyarakat 
Jml % Analisis 
1 < Rp 300.000 5 6,85% Tingkat penghasilan masyarakat yang 
didominasi oleh tingkat penghasilan  
Rp 500.000-900.000 dan Rp 300.000-
500.000.  Masyarakat dengan 
penghasilan lebih dari Rp 1.500.000 
hanya sebesar 4,11% menujukkan 
bahwa kecilnya penyimpangan 
kelompok sasaran penerima bantuan. 
2 Rp 300.000-500.000 25 34,25% 
3 Rp 500.000-900.000 31 42,47% 
4 Rp 900.000-1.500.000 9 12,33% 
5 >Rp 1500.000 3 4,11% 
 
Jumlah 73 100% 
Sumber : Hasil Analisis, 2010 
 
Berdasarkan pada Tabel 4.3 Analisis Tingkat Penghasilan 
Masyarakat Penerim Program di atas, tingkat penghasilan masyarakat 
penerima program perbaikan rumah tidak layak huni di Kelurahan Ketelan, 
Kratonan, dan Jebres, didominasi oleh tingkat penghasilan warga sebesar 
Rp 500.000-900.000 dengan presentase sebesar 42,47%. Sedangkan untuk 
masyarakat dengan penghasilan lebih dari Rp 1.500.000 hanya sebesar 
4,11%. Hal ini menujukkan bahwa kecilnya penyimpangan kelompok 
sasaran penerima bantuan, dengan ketepatan sebesar 95,89%. 
2. Analisis Kondisi Rumah Sebelum Pelaksanaan Program 
Analisis kondisi rumah sebelum pelaksanaan program perbaikan 
rumah tidak layak huni dilakukan dengan penilaian kondisi rumah 
masyarakat sebelum menerima bantuan, untuk mengetahui kesesuaian 
kondisi rumah terhadap kriteria rumah tidak layak huni dalam Perwali No 





Tabel 4.4 Analisis Kondisi Rumah Sebelum Pelaksanaan Program 
No Kondisi Sebelum Program Jml % Analisis 
1 Luas lantai rata-rata per penghuni <4 m
2
 63 86,30% Keadaan rumah sebelum 
pelaksanaan program 
didominasi oleh rumah-
rumah dalam keadaan 
rusak, luas lantai rata-
rata per penghuni <4 




tidak permanen, dengan 
presentase rata-rata 
60,27%. 
2 Sumber air tidak sehat  14 19,18% 
3 Tidak mempunyai akses MCK 14 19,18% 
4  Bangunan tidak permanen 48 65,75% 
5 Tidak mempunyai pencahayaan matahari 
dan ventilasi udara. 
36 49,32% 
6 Tidak memiliki pembagian keruangan 46 63,01% 
7 Lantai dari tanah dan rumah 
lembab/pengap 
64 87,67% 




Sumber : Hasil Analisis, 2010 
 
Dari Tabel 4.4 Analisis Kondisi Rumah Sebelum Pelaksanaan 
Program di atas, diketahui keadaan rumah sebelum pelaksanaan program 
didominasi oleh rumah-rumah dalam keadaan rusak, luas lantai rata-rata 
per penghuni <4 m
2
, Lantai dari tanah dan rumah lembab/pengap, serta 
merupakan bangunan tidak permanen, dengan presentase rata-rata 60,27%. 
Karena berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota Surakarta No 5A 
Tahun 2008, persyaratan penerima bantuan program perbaikan rumah 
tidak layak huni harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan 
kriteria rumah tidak layak huni, maka bisa dianggap bahwa rumah-rumah 
penerima program perbaikan rumah tidak layak huni ini telah memenuhi 
persyaratan rumah tidak layak huni. 
Dari kedua analisis tersebut kemudian dapat dilakukan analisis 
terhadap tingkat kesesuaian kelompok sasaran program perbaikan rumah tidak 





Tabel 4.5 Analisis Kesesuaian Kelompok Sasaran Program  
Sumber : Hasil Analisis, 2010 
 
Berdasarkan Tabel 4.5 Analisis Kesesuaian Kelompok Sasaran 
Program di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat ketepatan kelompok sasaran 
pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni ini cukup tinggi 
dimana rumah-rumah yang mendapatkan bantuan telah memenuhi kriteria 
rumah tidak layak huni dengan rata-rata capaian 60,27%, dan dilihat dari 
tingkat penghasilan masyarakat, memenuhi kriteria miskin dengan ketepatan 
sebesar 95,89%. 
 
C. ANALISIS EFISIENSI PERAN LEMBAGA TERKAIT DAN 
MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH 
TIDAK LAYAK HUNI 
Analisis efisiensi peran lembaga terkait dan mekanisme pelaksanaan 
program perbaikan rumah tidak layak huni diukur dengan menggunakan 
empat indikator yaitu: 
 Kepanitiaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
 Mekanisme pengajuan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
 Mekanisme pencairan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
 Penggunaan bantuan sesuai ketentuan dan kebutuhan 
No. Variabel 
Ketepatan 
Indikator Tolok Ukur Analisis 












tidak layak huni 
hasil pendataan 








Memenuhi kriteria miskin 
dari hasil analisis tingkat 
penghasilan masyarakat 
penerima program, dengan 






Memenuhi kriteria rumah 
tidak layak huni berdasarkan 
hasil analisis kondisi rumah 
sebelum menerima bantuan 




Penilaian terhadap indikator tersebut dilakukan dengan dua analisis 
yaitu analisis peran kepanitiaan/lembaga terkait serta analisis mekanisme 
pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni.  
1. Analisis Peran Kepanitiaan/Lembaga Terkait Program Perbaikan 
Rumah Tidak layak Huni 
Analisis peran kepanitiaan program perbaikan rumah tidak layak 
huni dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tugas tiap 
tingkat kepanitiaan sesuai ketentuan yang berlaku, seperti yang diatur 
dalan Peraturan Wali Kota Surakarta No 5 A Tahun 2008. Analisisnya 
akan dilakukan dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 Analisis Peran Lembaga/Kepanitiaan Pelaksana Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
No Instansi/Lembaga Peran  Analisis 
Kel. Ketelan Kel. Kratonan Kel. Jebres 
I II I II 
Kepanitiaan Tingkat Kota  
1 BAPERMAS RTLH  dan Latihan RTLH  dan Latihan RTLH  dan Latihan RTLH  dan Latihan RTLH  dan 
Latihan 
Peran Bapermas telah cukup 
efisien dalam pelaksanaan 
program di setiap lokasi 
2 BPN Sertifikat-Prona - Sertifikat-Prona - - Belum setiap lokasi merasakan 
peran dari BPN 
3 PDAM MCK dan Hidran 
Umum 
MCK dan Hidran 
Umum 
MCK dan Hidran 
Umum 
MCK dan Hidran 
Umum 
- Belum setiap lokasi merasakan 
peran dari PDAM  
4 DPU   Fasilitas Umum 
 Paving jalan 
Fasilitas Umum 
 Paving jalan 
Fasilitas Umum 
 Paving jalan 
Fasilitas Umum 
 Paving jalan 
- Belum setiap lokasi merasakan 
peran dari DPU 
5 DTK Site Plan dan Ragam 
Bias 
Site Plan dan 
Ragam Bias 
Site Plan dan Ragam 
Bias 
Site Plan dan Ragam 
Bias 
- Belum setiap lokasi merasakan 
peran dari DTK 












- Belum setiap lokasi merasakan 
peran dari DKP 
7 DISNAKER Latihan dan Alat 
Catering 
- - - - Belum setiap lokasi merasakan 
peran dari Disnaker 
8 DISPERINDAG - - Gerobak untuk 
Jualan 
- - Belum setiap lokasi merasakan 
peran dari Disperindag 
9 YLP3/BLUD Penjaminan Penjaminan Penjaminan Penjaminan - Belum setiap lokasi merasakan 
peran dari YLP3/BLUD 
10 SUF UN HABITAT - - Pinjaman lunak Pinjaman lunak& 
dapur umum Hadiah 
hari habitat  
 
 
- Belum setiap lokasi merasakan 
peran dari UN HABITAT 
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No Instansi/Lembaga Peran  Analisis 
Kel. Ketelan Kel. Kratonan Kel. Jebres 
I II I II 
Kepanitiaan Tingkat Kelurahan 
1 Kepala Kelurahan  Mensosialisasikan program kepada masyarakat 
 Melakukan pendataan RLTH 
 Penanggung jawab program tingkat kelurahan 
 Monitoring pelaksanaan jalannya program 
 Fasilitator pelaksanaan program perbaikan RLTH, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah kota, 
SKPD, bank, HRC, dll 
 Memotivasi dan mendorong masyarakat dalam pelaksanaan program 
Peran yang sama dilakukan 
pada tiap lokasi menunjukkan 
bahwa peran tkelembagaan 
pada tingkat kelurahan telah 
sesuai dan efisien. 
2 LPMK Bersama-sama kepanitiaan tingkat kelurahan membentuk pokja dan monitoring pelaksanaan program. 
3 Tokoh Masyarakat Bersama-sama kepanitiaan tingkat kelurahan membentuk pokja dan monitoring pelaksanaan program 
4 PLKB  Mensosialisasikan program 
 Penghubung masyarakat dengan instansi/lembaga tingkat kota. 
5 Bendaha Kelurahan Urusan pencairan dana bantuan perbaikan RTLH 
Kelompok Kerja 
1 Kelompok Kerja a) Mengusulkan rencana kebutuhan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada Panitia 
Tingkat Kelurahan. 
b) Mengkonsultasikan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan Pembangunan/Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni secara periodik kepada Kepala Bapermas Kota Surakarta melalui Tim Pelaksana 
Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kelurahan. 
Peran pokja yang sama 
dilakukan pada tiap lokasi 
menunjukkan bahwa peran 
pokja telah sesuai dan efisien 
Sumber : Hasil Analisis, 2010
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Dari Tabel 4.6 Analisis Peran Lembaga/Kepanitiaan Pelaksanaan 
Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di atas, diketahui bahwa 
peran tiap-tiap lembaga tingkat kota masih belum dapat berperan pada 
setiap lokasi penerima bantuan rumah tidak layak huni. Hanya pada 
lokasi-lokasi tertentu saja yang memiliki permasalahan khusus dan 
lokasinya berkelompok seperti yang terjadi di Kelurahan Ketelan dan 
Kratonan, mendapatkan bantuan yang lengkap dari kepanitiaan tingkat 
kota. Sedangkan untuk penerima bantuan yang lokasi rumahnya tersebar, 
tidak mengelompok, tidak merasakan bantuan dari instansi yang lain selain 
Bapermas. Untuk kepanitiaan program perbaikan rumah tidak layak huni 
tingkat kelurahan dan kepanitiaan kelompok kerja pada setiap kelurahan 
telah menjalankan tugasnya dengan baik dan efisien menurut ketentuan 
yang berlaku.  
2. Analisis Mekanisme Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni 
Analisis mekanisme pelaksanaan program perbaikan rumah tidak 
layak huni dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program 
dan kemudahan birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti yang 
diatur dalan Peraturan Wali Kota Surakarta No 5 A Tahun 2008 dalam 
ketentuan mekanisme pengajuan bantuan dan mekanisme pencairan 






Tabel 4.7 Analisis Pelaksanaan Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Bantuan Program 
Aspek Kelurahan Analisis 
Ketelan Kratonan Jebres 




 Dana APBD sebesar 
2 juta per KK/rumah 




 Dana APBD sebesar 
2 juta per 
KK/rumah 
 Bantuan tiap-tiap 
dinas/instansi yang 
ikut berpartisipasi 
 Dana APBD 
sebesar 2 juta per 
KK/rumah 
 Bantuan tiap-tiap 
dinas/instansi yang 
ikut berpartisipasi 
 Bantuan pinjaman 
lunak dari UN 
HABITAT melalui 
BLUD sebesar 7.5 
juta per rumah 
 Dana APBD sebesar 
2 juta per KK/rumah 
 Bantuan tiap-tiap 
dinas/instansi yang 
ikut berpartisipasi 
 Bantuan pinjaman 
lunak dari UN 
HABITAT melalui 
BLUD sebesar 5 juta 
per rumah 
 Dana APBD sebesar 
2 juta per rumah 
 
Sumber bantuan 
program secara umum 
berasal dari APBN 
Kota Surakarta, namun 
pada lokasi khusus 
dengan permasalahan 
tertentu menerima 








bantuan yang berisi 
nama penerima, 
alamat, uraian 











bantuan yang berisi 
nama penerima, 
alamat, uraian 












bantuan yang berisi 
nama penerima, 
alamat, uraian 












bantuan yang berisi 
nama penerima, 
alamat, uraian 











bantuan yang berisi 
nama penerima, 
alamat, uraian 










bantuan yang sama 




bantuan telah sesuai 




Aspek Kelurahan Analisis 
Ketelan Kratonan Jebres 















 Panitia Pelaksana 
Tingkat Kelurahan 




kan rumah tidak 
layak huni 











 Panitia Pelaksana 
Tingkat Kelurahan 




aikan rumah tidak 
layak huni 


















aikan rumah tidak 
layak huni 











 Panitia Pelaksana 
Tingkat Kelurahan 




ikan rumah tidak 
layak huni 











 Panitia Pelaksana 
Tingkat Kelurahan 




kan rumah tidak 
layak huni 
Mekanisme pencairan 
bantuan yang sama 




bantuan telah sesuai 




































pada tiap-tiap lokasi 
terkait erat dengan 
sumber bantuan yang 
didapatkan. Untuk 
lokasi dengan sumber 
bantuan lebih dari satu 
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Aspek Kelurahan Analisis 
Ketelan Kratonan Jebres 





















sumber (APBD Kota 
Surakarta), dilakukan 
bermacam perbaikan, 
tidak hanya perbaikan 






 Bantuan peralatan 
catering 
 Bantuan pinjaman 5 
juta kepada 20 KK 
untuk modal 
ekonomi 
 Bantuan modal 
ekonomi, sedang 
diajukan 
 Bantuan modal 
ekonomi, sedang 
diajukan  
 Hadiah dari UN 




 Tidak ada Bantuan lain pasca 
pelaksanaan program 
hanya didapatkan pada 
lokasi tertentu. 




Berdasarkan Tabel 4.7 Analisis Pelaksanaan Mekanisme 
Pengajuan dan Pencairan Bantuan Program di atas, diketahui bahwa setiap 
lokasi penerima bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni telah 
menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah tiap KK/rumah, yang bersumber 
dari dana APBD Kota Surakarta, seperti yang tercantum dalam ketentuan 
yang berlaku. Namun beberapa lokasi dengan permasalahan khusus 
mendapatkan bantuan lebih dari berbagai instansi/dinas dan lembaga lain, 
sehinggga penggunaan bantuan tidak hanya untuk memperbaiki rumah 
saja tapi juga sarana prasarana, bahkan untuk modal usaha. 
Untuk pelaksanan mekanisme pengajuan bantuan dan mekanisme 
pencairan bantuan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku dan dengan birokrasi yang mudah. 
Dari kedua analisis tersebut kemudian dapat dilakukan penilaian 
terhadap tingkat efisiensi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak 





Tabel 4.8 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Program  
Sumber : Hasil Analisis, 2010 
No. Variabel 
Efisiensi 
Indikator Tolok Ukur Analisis 



















Kepanitiaan tingkat kota 
menjalankan tugasnya sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku, namun tidak seluruh 
lokasi mendapatkan bantuan 












Kepanitiaan tingkat kelurahan 
berjalan dengan lancar sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku 





Kepanitiaan Pokja berjalan 
dengan lancar sesuai dengan 











Pelaksanaan  pengajuan 
bantuan sesuai dengan 






















Pelaksanaan  pencairan 
bantuan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
Mekanisme 















 Bantuan digunakan 
sesuai dengan tujuan 
perbaikan RTLH  
Sumber dana utama sebesar 2 
juta per rumah telah 
digunakan untuk 
memperbaiki rumah. Pada 
beberapa lokasi dilakukan 
juga perbaikan sarana 
prasarana karena 
mendapatkan bantuan lain 
dari dinas/SKPD dan lembaga 






 Bantuan digunakan 
sesuai kebutuhan 





Berdasarkan Tabel 4.8 Analisis Efisiensi Pelaksanaan Program di 
atas, dapat disimpulkan bahwa indikator Kepanitiaan berjalan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku belum setiap tolok ukurnya tercapai, 
khususnya pada kepanitiaan tingkat kota. Karena kepanitiaan tingkat kota 
belum seluruhnya berperan dalam setiap program yang dilaksanakan pada 
setiap kelurahan. Sedangkan tiap tolok ukur pada indikator mekanisme 
pengajuan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mekanisme 
pencairan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku telah tercapai, 
karena pelaksanaan pengajuan bantuan dan pencairan bantuan telah 
dilaksanakan sesuai ketentuan dan mudah dalam pelaksanaannya. Namun 
pada indikator penggunaan bantuan sesuai kebutuhan, walaupun semua 
tolok ukurnya tercapai, terdapat perbedaan penggunaan bantuan yang 
terjadi pada tiap kelurahan, yang disebabkan bedanya sumber bantuan 
yang ada.  Beberapa lokasi, seperti Kelurahan Ketelan dan Kelurahan 
Kratonan, mendapatkan bantuan lain dari dinas/SKPD dan lembaga di luar 
pemerintahan, selain bantuan utama sebesar 2 juta rupiah dari APBD Kota 
Surakarta. 
Dalam program perbaikan rumah tidak layak huni, sumber utama 
bantuan adalah dari pemerintah kota berupa APBD sebesar Rp 2.000.000 
untuk tiap rumah, yang diberikan kepada Pokja, kemudian oleh Pokja uang 
tersebut dibelikan material bangunan yang dibagikan kepada penerima 









Gambar 4.1 Aliran Penggunaan Bantuan dengan Sumber Dana APBD 
 




















Sedangkan pada lokasi-lokasi dengan penanganan tertentu seperti 
di Kelurhan Ketelan dan Kelurahan Kratonan, sumber bantuan tidak hanya 
dari satu sumber APBD sebesar Rp 2.000.000 saja, tapi ada sumber-
sumber lain juga, seperti bantuan teknis dari dinas/SKPD serta pinjaman 
lunak dari lembaga di luar pemerintahan. Dengan bermacamnya sumber 
bantuan, penggunaan bantuan tidak hanya digunakan untuk perbaikan 
rumah saja, tapi juga perbaikan sarana-prasarana, bahkan ada juga bantuan 






















Gambar 4.2 Aliran Penggunaan Bantuan dengan Sumber Dana APBD dan Sumber 
Lainnya 
 
Perbedaan sumber bantuan dan bentuk pelaksanaan penggunaan 
bantuan yang dilaksanakan di Kota Surakarta ini pada dasarnya dilakukan 
berdasarkan kebutuhan pada lokasi tersebut. Untuk rumah-rumah tidak 
layak huni yang berkelompok, perbaikan bisa dilakukan tidak hanya 
perbaikan rumah saja tapi juga perbaikan sarana-prasarananya, karena 
kebanyakan masih menggunakan sarana prasarana bersama seperti PAM 








Sumber Bantuan Penggunaan Bantuan  
Perbaikan 
Rumah 





lunak dengan besar 























dan WC umum. Tetapi pemberian bantuan pada lokasi tertentu saja ini isa 
menimbulkan keirian pada masyarakat penerima bantuan lain, karena 
bantuan yang didapatkan tidak sama dengan yang didapatkan penerima 
bantuan yang lain. Jadi meskipun pengunaan bantuan telah sesuai dengan 
kebutuhan/ permasalahan yang ada, tapi perbedaan tersebut bisa 
menimbulkan persepsi masyarakat yang berbeda atas pelaksanaan program 
ini. 
 
D. ANALISIS TINGKAT KECUKUPAN CAPAIAN PROGRAM DALAM 
KOMPONEN TRIDAYA PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
Analisis tingkat kecukupan capaian program dalam pelaksanaan 
program perbaikan rumah tidak layak huni diukur dengan menggunakan tiga 
indikator berdasarkan komponen tridaya pembangunan perumahan, yaitu 
keberhasilan fisik, keberhasilan sosial, dan keberhasilan ekonomi. Ketiga 
indikator tersebut memiliki beberapa tolok ukur untuk kemudian dilakukan 
penilaian atas tolok ukur tersebut. Sebelum dilakukan analisis tingkat 
kecukupan capaian program dalam pelaksanaan program perbaikan rumah 
tidak layak huni, terlebih dahulu dilakukan analisis keberhasilan fisik, 






Tabel 4.9 Analisis Keberhasilan Aspek Fisik, Ekonomi, dan Sosial Pelaksanaan Program 
Komponen Kelurahan Analisis 
Ketelan Kratonan Jebres 




Lahan  Rumah warga 
berada tepat di 




 Ada perubahan 
status lahan dari 
ilegal menjadi hak 
milik melalui 
sertifikat-prona. 
 Tidak ada 
perubahan status 




 Ada perubahan 
status lahan dari 
ilegal menjadi hak 
milik melalui 
sertifikat-prona. 
 Sebagian rumah 
telah memiliki 
sertifikt, tapi ada 6 
rumah/KK yang 
masih dalam proses 
pembuatan 
sertifikat, saat ini 
masih berstatus 
lahan sewa. 
 Tidak ada perubahan 





Setiap penerima bantuan 
telah memiliki sertifikat 
hak milik atas rumahnya, 
ada beberapa rumah yang 
pembuatan sertifikatnya 
masih dalam proses. 
Rumah  Rumah-rumah yang 
mendapat bantuan 
adalah rumah-




non permanen dan 






 Rumah-rumah yang 
mendapat bantuan 
adalah rumah-




non permanen dan 






 Rumah-rumah yang 
mendapat bantuan 
adalah rumah-




non permanen dan 






 Rumah-rumah yang 
mendapat bantuan 
adalah rumah-




non permanen dan 






 Rumah-rumah yang 
mendapat bantuan 
adalah rumah-rumah 
yg lokasinya tersebar 
di kelurahan Jebres, 
umumnya merupakan 
rumah non permanen 









bertambah dari yang 
dulunya rata-rata 
merupakan rumah non 
permanen dan semi 
permanen, ada pula 
rumah dengan keadaan 
rusak, setelah 
pelaksanaan program 
menjadi rumah dengan 




Komponen Kelurahan Analisis 
Ketelan Kratonan Jebres 
I II I II 













 Tidak ada Perbaikan air bersih tidak 
dilakukan di setiap lokasi 
penerima bantuan 










umum tahun 2010 
 Tidak ada Perbaikansanitasi tidak 





 Pembangunan jalan 
paving 
 Taman 
 Lampu penerangan 
jalan 
 Pembangunan jalan 
 Taman 
 Lampu penerangan 
jalan 
 Pembangunan jalan 
paving 
 Taman 






jalan (tahun 2010) 
 Tidak ada Perbaikan sarpras 
lingkungan berupa jalan, 
taman, lampu 
penerangan, dll) tidak 











 Pelatihan menjahit 
 Pinjaman 5 juta 
untuk modal usaha 









 Rencana modal 
usaha  
 Tidak ada Modal usaha dan 
pelatihan kemampuan 
ekonomi tidak dilakukan 





 Gotong royong 
dalam pelaksanaan 
program 
 Gotong royong 
dalam pelaksanaan 
program 
 Gotong royong 
dalam pelaksanaan 
program 
 Gotong royong 
dalam pelaksanaan 
program 










Komponen Kelurahan Analisis 
Ketelan Kratonan Jebres 
























Lembaga swadaya yang 
terkait program ini adalah 
pokja, pada setiap lokasi 
tidak ada keberlanjutan 



























program lain tetapi 
tidak berkaitan 
dengan RTLH 
Program lain yang 
berkaitan dengan 
program perbaikan 
RTLH ekonomi tidak 
didapatkan setiap lokasi 
penerima bantuan  
Sumber : Hasil Analisis, 2010 
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Berdasarkan Tabel 4.9 Analisis Keberhasilan Fisik, Ekonomi, dan 
Sosial Pelaksanaan Program di atas diketahuni bahwa hasil yang 
didapatkan pada tiap-tiap lokasi berbeda-beda, karena tidak setiap lokasi 
mengalami peningkatan di setiap aspek fisik/lingkungan, ekonomi, dan 
sosial. Selain analisis di atas, dilakukan juga analisis menggunakan hasil 
penyebaran kuisioner kepada penerima bantuan, untuk mengetahui tingkat 
keberhasilannya. 
 
Tabel 4.10 Analisis Peningkatan Aspek Fisik, Ekonomi, dan Sosial Pasca 
Pelaksanaan Program Menurut Masyarakat   
No Peningkatan Aspek Ya Tidak Anaisis 
Jml % Jml % 
1 Fisik/Lingkungan 36,80 50,41% 36,20 49,59%  










 Kejelasan status lahan dan rumah 23 31,51% 50 68,49% 
 Peningkatan Akses air bersih 38 52,05% 35 47,95% 
 Peningkatan Akses sanitasi 38 52,05% 35 47,95% 
 Kecukupan luas area untuk tinggal 12 16,44% 61 83,56% 
2 Ekonomi 20 27,40% 53 72,60% 
 Ekonomi masyarakat  20 27,40% 53 72,60% 
3 Sosial 48,67 66,67% 24,33 33,33% 
 Keswadayaan masyarakat 52 71,23% 21 28,77% 
 Lembaga keswadayaan masyarakat 73 100,00% 0 0,00% 
 Program-program Kec/Kota 21 28,77% 52 71,23% 
Rata-Rata  53,27%  46,73% 
Sumber : Hasil Analisis, 2010 
 
Berdasarkan Tabel 4.10 Analisis Peningkatan Aspek Fisik, 
Ekonomi, dan Sosial Pelaksanaan Program di atas, dapat dilihat bahwa 
peningkatan fisik yang dirasakan masyarakat rata-rata sebesar 50,41%, 
peningkatan ekonomi yang dirasakan masyarakat rata-rata sebesar 27,40% 
masyarakat, dan peningkatan sosial yang dirasakan masyarakat rata-rata 
sebesar 66,67. Jadi rata-rata peningkatan untuk seluruh aspek adalah 
sebesar 53,27%. 
Dari kedua analisis tersebut kemudian dapat dilakukan penilaian 
terhadap tingkat kecukupan capaian program dalam komponen tridaya 
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pembanguanan perumahan atas pelaksanaan program perbaikan rumah 
tidak layak huni ini dalam tabel sebagai berikut. 
 
Tabel 4.11 Analisis Tingkat Kecukupan Capaian Program Dalam Komponen 
Tridaya Pembangunan Perumahan 
































ketahanan rumah serta 
kejelasan status lahan 
dan rumah, namun 
untuk akses air bersih, 
akses sanitasi, dan 
kecukupan luas area 


























tidak dirasakan pada 
setiap lokasi dan hanya 
tercapai sebesar 
27,40%, karena 
bantuan ekonomi hanya 
diberika pada lokasi-


































Berdasarkan Table 4.11 Analisis Tingkat Kecukupan Capaian Program 
Dalam Komponen Tridaya Pembangunan Perumahan, dapat disimpulkan 
bahwa indikator keberhasilan fisik, ekonomi, dan sosial belum seluruh tolok 
ukurnya tercapai. Tingkat kecukupan capaian program sebesar 53,27% . 
 
E. ANALISIS RESPONSIVITAS MASYARAKAT TERHADAP 
PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK 
HUNI 
Masyarakat sebagai objek penerima bantuan dalam program perbaikan 
rumah tidak layak huni, secara langsung merasakan dampak pelaksanaan 
program. Respon masyarakat diperlukan sebagai salah satu variabel dalam 
evaluasi program untuk mengetahui sejauh mana respon masyarakat terhadap 
program ini, apakah hasil atau program yang dilakukan memuaskan harapan, 
persepsi atau nilai masyarakat. Untuk menilainya, dilakukan analisis persepsi 
masyarakat mengenai kesesuaian harapan masyarakat atas pelaksanaan 
program, analisis persepsi masyarakat atas manfaat yang dirasakan, serta 
persepsi masyarakat atas masalah yang dihadapi. 
1. Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Kesesuaian Harapan 
Masyarakat atas Pelaksanaan Program 
Analisis persepsi masyarakat mengenai kesesuaian harapan 
masyarakat atas pelaksanaan program dilakukan untuk mengetahui sejauh 
mana tingkat kesesuaian pelaksanaan program dengan harapan mereka. 
Untuk mengetahuinya dilakukan analisis diskriptif dari hasil pengolahan 






























mereka telah sesuai 












9 37,50% 6 42,86% 23 65,71% 38 52,05% 
Jumlah 24 100% 14 100% 35 100% 73 100% 
Sumber : Hasil Analisis, 2010 
 
Berdasarkan Tabel 4.12 Analisis Kesesuaian Harapan Masyarkat 
Mengenai Pelaksanaan Program di atas, diketahui bahwa lebih sedikit 
masyarakat yang merasa pelaksanaan program telah sesuai dengan harapan 
mereka, yaitu sebesar 47,95%, sedangkan 52,05% lainnya masih merasa 
bahwa pelaksanaan program belum sesuai dengan harapan mereka.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan pokja di Kelurahan Jebres 
dan Kelurahan Ketelan, bantuan dana 2 juta rupiah dirasa kecil untuk 
memperbaiki rumah-rumah masyarakat yang terkadang kondisinya rusak 
parah sehingga material bangunan yang dibutuhkan memerlukan biaya 
lebih dari 2 juta rupiah. Untuk menutupi kekurangan dengan biaya sendiri, 
mereka merasa kesulitan karena tingkat penghasilan yang rata-rata rendah. 
Sedangkan apabila masyarakat ditawari pinjaman yang khusus digunakan 
untuk membangun rumah, mereka menolak karena alasan pengembalian 
dana. Hal inilah yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat atas 





2. Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Manfaat yang Dirasakan 
Masyarakat 
Analisis persepsi masyarakat mengenai manfaat yang dirasakan 
masyarakat atas pelaksanaan program dilakukan untuk mengetahui sejauh 
manfaat yang didapatkan masyarakat atas pelaksanaan program. Untuk 
mengetahuinya dilakukan analisis dari hasil pengolahan data kuisioner 
yang dibagikan kepada masyarakat sebagai berikut. 
 
Tabel 4.13 Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Manfaat yang Dirasakan 
Masyarakat 
No Manfaat yang Dirasakan Ya Tidak Analisis 
Jumlah % Jumlah % 
1 Membantu dalam 
pembangunan/perbaikan rumah 
73 100,00% 0 0,00% Manfaat yang dirasakan 
masyarakat rata-rata 
sebesar 56,44%, dimana 
manfaat yang paling 
dirasakan masyarakat 
adalah program ini 
membantu dalam 
pembangunan/perbaikan 
rumah mereka, dengan 
presentase 100%. 
2 Memiliki rumah yang legal 23 31,51% 50 68,49% 
3 Membantu dalam peningkatan 
sarana dan prasarana 
38 52,05% 35 47,95% 
4 Meningkatkan keswadayaan 
masyarakat 
52 71,23% 21 28,77% 
5 Meningkatkan ekonomi 
masyarakat 
20 27,40% 53 72,60% 
  Rata-rata 41,2 56,44% 31,8 43,56% 
Sumber : Hasil Analisis, 2010 
 
Berdasarkan Tabel 4.13 Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai 
Manfaat yang Dirasakan Masyarakat di atas, dapat dilihat bahwa manfaat 
yang dirasakan masyarakat sebesar 56,44% dimana manfaat yang paling 
dirasakan masyarakat adalah program ini membantu dalam 
pembangunan/perbaikan rumah mereka, dengan presentase 100%. 
Sedangkan manfaat lainnya dirasakan sebagian masyarakat saja.  
3. Analisis Persepsi Masyarakat mengenai Permasalahan yang Dihadapi 
Analisis persepsi masyarakat mengenai permasalahan yang 
dihadapi masyarakat atas pelaksanaan program dilakukan untuk 
mengetahui sejauh masalah yang dihadapi masyarakat atas pelaksanaan 
program. Untuk mengetahuinya dilakukan analisis diskriptif dari hasil 
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pengolahan data kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat sebagai 
berikut. 
 
Tabel 4.14 Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Permasalahan yang Dihadapi 
dalam Pelaksanaan Program 
No Tahapan Ya Tidak Analisis 
Jmlh % Jml % 
1 Pendataan 0 0,00% 73 100,00% Kendala yang dihadapi 
masyarakat cukup kecil, 
hanya dirasakan  
sebagian kecil 




rata-rata masalah yang 
dihadapi sebesar 7,40%. 
2 Sosialisasi 0 0,00% 73 100,00% 
3 Pembentukan Kelompok 
kerja (Pokja) 
0 0,00% 73 100,00% 
4 Pembangunaan 11 15,07% 62 84,93% 
5 Setelah Pembangunaan 
selesai/penghunian 
16 21,92% 57 78,08% 
 Rata-rata  7,40%  92,60% 
Sumber : Hasil Analisis, 2010 
 
Berdasarkan Tabel 4.14 Analisis Persepsi Masyarakat mengenai 
Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program di atas, kendala 
yang dihadapi masyarakat cukup kecil, hanya dirasakan  sebagian kecil 
masyarakat pada tahap pembangunan maupun setelah selesai 
pembangunan, dengan rata-rata masalah yang dihadapi sebesar 3,70 %. 
Kendala/permasalahan dalam proses pembanguanan dirasakan 15,07% 
masyarkat, yaitu berupa permasalahan teknis yang pada akhirnya bisa 
diatasi baik bersama-sama maupun sendiri. Sedangkan permasalahan 
pasca pelaksanaan program dirasakan 21,92 % masyarakat yaitu berupa 
kesulitan pengembalian pinjaman, yang kemudian dipecahkan dengan 
adanya bantuan modal kerja yang diberikan kepada masyarakat, sehingga 
masyarakat diharapkan dapat mengembangkan usahanya, dan 
memudahkan masyarakat dalam mengembalikan pinjaman tersebut. 
Dari ketiga analisis tersebut kemudian dapat dilakukan penilaian 
terhadap tingkat responsitas masyarakat atas pelaksanaan program perbaikan 





Tabel 4.15 Analisis Responsitas Masyarakat atas Pelaksanaan Program 
Sumber : Hasil Analisis, 2010 
 
 Berdasarkan Tabel 4.15 Analisis Responsitas Masyarakat atas 
Pelaksanaan Program di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator persepsi 
masyarakat terhadap pelaksnaan program serta kepuasan terhadap hasil 
yang diperoleh belum sepenuhnya tercapai. Tolok ukur pelaksanaan 
program sesuai dengan harapan masyarakat tercapai sebesar 47,95%, tolok 
ukur besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat atas program tercapai 
55,56%, sedangkan untuk tolok ukur masyarakat tidak mengalami 
permasalahan yang belum dapat diatasi berkaitan dengan pelaksanaan 
program tercapai 92,60%. Jadi program perbaiakn rumah tidak layak huni 





































































7,40%, dan semua 
permasalahan 
yang ada telah 
dapat diatasi.  
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F. SINTESIS EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN 
RUMAH TAK LAYAK HUNI DI KOTA SURAKARTA 
Sintesis Evaluasi Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak 
huni ini akan mengukur sejauh mana kesesuaian setiap indikator variabel 
evaluasi berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu 
efektifitas pencapaian tujuan, ketepatan sasaran, efisiensi pelaksnaan, 
kecukupan hasil/capaian program, serta responsivitas masyarakat penerima 
program perbaikan rumah tidak layak huni, dalam tabel sebagai berikut.   
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Tabel 4.16 Sintesis Evaluasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Surakarta 
Kriteria Variabel Indikator Tolok Ukur Evaluasi Program Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 











Pelaksanan program perbaikan rumah tidak layak huni yang 
dilaksanakan di Kota Surakarta saat ini belum efektif karena belum 
sepenuhnya berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, dilihat dari 
belum meningkatnya setiap rumah dan sarana-prasarana penerima 
bantuan, dan belum banyak membantu masyarakat untuk mencapai 

















Kota Surakarta, bebas 
dari hunian kumuh 
pada tahun 2010 
Berkurangnya hunian 
kumuh di Kota Surakakrta 
Program perbaikan rumah tidak layak huni ini berperan mengurangi 
jumlah rumah tidak layak huni sebesar 63%.  
 
 










rumah tidak layak huni 
hasil pendataan 
Bapermas PP dan KB 
Kota Surakarta 
Sasaran adalah 
masyarakat miskin  
 
95,89% Tingkat ketepatan kelompok sasaran 
pelaksanaan program perbaikan rumah tidak 
layak huni ini cukup tinggi dimana dilihat dari 
tingkat penghasilan masyarakat tepat sebesar 
95,89%, dengan kata lain hanya terjadi 
penyimpangan sebesar 4,11%. Rumah-rumah 
yang mendapatkan bantuan telah memenuhi 
kriteria rumah tidak layak huni sebesar 60,27%. 
Sasaran menempati rumah 




Kriteria Variabel Indikator Tolok Ukur Evaluasi Program Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 
Pencapaian (%) Penjelasan 






sesuai sesuai dengan 
ketentuan yang 
berlaku 
Kepanitiaan tingkat kota 
menjalankan tugasnya 
sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 
Kepanitiaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun 
belum setiap tolok ukurnya tercapai, khususnya pada kepanitiaan 
tingkat kota. Karena kepanitiaan tingkat kota belum seluruhnya 







tugasnya sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 
Kelompok Kerja 
menjalankan tugasnya 
sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku 
Mekanisme pengajuan 





Pelaksanaan pengajuan bantuan telah dilaksanakan sesuai ketentuan 
dan mudah dalam pelaksanaannya. 
Kemudahan birokrasi 
dalam pengajuan bantuan 
Mekanisme pencairan 





Pelaksanaan pencairan bantuan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan 
mudah dalam pelaksanaannya. 
Kemudahan birokrasi 




sesuai tujuan program 
perbaikan RTLH  
Penggunaan bantuan telah sesuai tujuan program dan sesuai dengan 
kebutuhan, namun terdapat perbedaan penggunaan bantuan yang terjadi 
pada tiap kelurahan. Perbedaan ini pada dasarnya dilakukan 
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Kriteria Variabel Indikator Tolok Ukur Evaluasi Program Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 
Pencapaian (%) Penjelasan 
Bantuan digunakan sesuai 
kebutuhan 
berdasarkan kebutuhan pada lokasi tersebut. Tetapi pemberian bantuan 
pada lokasi tertentu saja ini isa menimbulkan keirian pada masyarakat 
penerima bantuan lain, sehingga bisa menimbulkan persepsi 
masyarakat yang berbeda atas pelaksanaan program ini. 
Kecukupan Seberapa jauh 




Keberhasilan Fisik : 
Mewujudkan Rumah 
Layak Huni 




 Keberhasilan fisik yang tercapai sebesar 
50,41%, dengan peningkatan terbanyak adalah 
peningkatan ketahanan rumah serta kejelasan 
status lahan dan rumah, namun untuk akses air 
bersih, akses sanitasi, dan kecukupan luas area 
untuk tinggal belum setiap rumah 
mendapatkannya 
 Keberhasilan Sosial yang dicapai sebesar 
66,67%, dengan meningkatnya keswadayaan 
masyarakat melalui gotong-royong yang 
dilakukan pokja bersama dengan masyarakat 
penerima bantuan. 
 Keberhasilan ekonomi tidak dirasakan pada 
setiap lokasi dan hanya tercapai sebesar 
27,40%, karena bantuan ekonomi hanya 
diberika pada lokasi-lokasi tertentu saja. 
 Jadi total hasil yang dicapai dalam 
pelaksanaan progrm ini adalah 53,27%. 
Kejelasan status lahan dan 
rumah  
Adanya akses air bersih  
Adanya akses sanitasi 
Kecukupan luas area 
untuk tinggal 




swadaya di lingkungan 
kelurahan  
Adanya program-program  
Kec/Kota 





Kriteria Variabel Indikator Tolok Ukur Evaluasi Program Perbaikan Rumah tidak Layak Huni 
Pencapaian (%) Penjelasan 













hasil yang diperoleh 
Pelaksanaan program 





 Tingkat kesesuaian harapan masyarakat dalam 
pelaksanaan program perbaikan rumah tidak 
layak huni ini belum cukup tinggi, dengan 
presentase persepsi masyarakat yg merasa 
harapan mereka telah sesuai sebesar 47,95 %. 
 Manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan 
program sebesar 55,56%, dengan manfaat 
terbesar adalah bertambahnya ketahanan 
rumah mereka, sedangkan untuk sarana-
prasarana perumahan masih sangat sedikit 
yang merasakan. 
 Permasalahan/kendala yang muncul di 
masyarakat adalah ketika tahap pembagunan 
dan pasca pelaksanaan program, sebesar 
7,40%. Permasalahan pada tahap 
pembangunan menyangkut permasalahan 
teknis, sedangkan pada pasca pelaksanaan 
program sebagian masyarakat mengalami 
masalah dalam pengembalian pnjaman. 
 Jadi total tingkat pencapaian responsitas 
masyarakat adalah  65,37%. 
Besarnya manfaat yang 






yang belum dapat diatasi 
berkaitan dengan 
pelaksanaan program 7,40% 
Sumber : Hasil Analisis, 2010 
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Jika dilihat dari kriteria penilaian evaluasi pelaksanaan program 
perbaiakan rumah tidak layak huni di atas dapat dilihat bahwa secara umum 
pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta 
yang sudah cukup sesuai dengan kriteria pelaksanaan program hanyalah 
ketepatan kelompok sasaran pelaksanaan program saja, sedangkan variabel 
lain seperti efektifitas pencapaian tujuan, efisiensi pelaksanaan program, 
kecukupan hasil/capaian program, serta responsivitas masyarakat penerima 
program perbaikan rumah tidak layak huni masih belum sepenuhnya sesuai 








KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 
 Bab ini menguraikan kesimpulan hasil analisis pada bab IV dan 
dikemukakan pula rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan program sebagai 
guna perbaiakan program ke depan. 
 
A. KESIMPULAN 
Kesimpulan dari evaluasi pelaksanaan program perbaikan rumah tidak 
layak huni di Kota Surkarta ini antara lain: 
1. Efektifitas Pencapaian Tujuan  
Tujuan program belum sepenuhnya tercapai atau dengan kata lain belum 
banyak membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup/derajat 
kesehatan masyarakat miskin, dilihat dari belum meningkatnya setiap 
kondisi rumah dan penyediaan sarana-prasarananya. Hal ini dikarenakan 
tidak seluruh lokasi mendapatkan perbaikan yang sama.  
Namun, program ini telah berperan mengurangi jumlah rumah tidak layak 
huni sebesar 63% dari total pendataan rumah tidak layak huni pada tahun 
2006. Bersama beberapa program terkait perumahan dan permukiman 
lainnya, program perbaiaksn rumah tidak layak huni ini turut mendukung 
pencapaian target Kota Surakarta Bebas Kumuh Tahun 2010. 
2. Ketepatan Kelompok Sasaran 
Tingkat ketepatan kelompok sasaran pelaksanaan program cukup tinggi, 
sebesar 95,89% tepat sasaran masyarakat miskin dilihat dari tingkat 
penghasilan masyarakat dan 60,27% tepat sasaran rumah tidak layak huni, 
dilihat dari kondisi rumah sebelum mendapatkan bantuan. Ketepatan 
sasaran yang cukup tinggi ini dikarenakan pada tahap pendataan calon 
penerima bantuan dilakukan langsung oleh kelurahan berdasarkan data 




3. Efisiensi Pelaksanaan Program 
Efisiensi pelaksanaan program diwujudkan dalam terselenggaranya 
kepanitiaan program tingkat kota, kelurahan, dan kelompok kerja yang 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mekanisme pelaksanaan 
program juga dapat berjalan dengan cukup efisien. Namun masih ada 
kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut yaitu 
kepanitiaan tingkat kota belum seluruhnya berperan dalam setiap program 
yang dilaksanakan pada setiap kelurahan. Peran kepanitiaan tingkat kota 
berkaitan erat dengan bantuan yang diterima pada tiap kelurahan. Semakin 
banyak kerjasama yang dilakukan dinas/lembaga pada kepanitiaan tingkat 
kota, semakin banyak bantuan yang diterima, sehingga semakin banyak 
pula perbaikan yang didapatkan masyarakat. 
4. Kecukupan Pelaksanaan Program 
Kecukupan pelaksanaan program yang dinilai dari keberhasilan program 
berdasarkan aspek fisik, ekonomi, dan sosial tercapai sebesar 53,27%. 
Keberhasilan ini masih belum begitu tinggi dikarenakan program ini 
belum dapat memenuhi setiap aspek tridaya pembangunan perumahan. 
Aspek fisik hanya dapat dicapai sebesar 50,41%, aspek ekonomi tercapai 
27,40%, dan aspek sosial tercapai 66,67%. Pencapaian yang tidak terlalu 
tinggi pada ketiga aspek ini dikarenakan terbatasnya bantuan yang 
diberikan, yaitu sebesar 2 juta per rumah/KK, tanpa bantuan lain yang bisa 
mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk 
peningkatan aspek sosial mendapatkan pencapaian tertinggi dibandingkan 
dengan aspek lainnya karena pelaksanaan program ini berhasil 
meningkatkan kerjasama serta keswadayaan masyarakat melalui gotong-
royong yang dilakukan pokja bersama dengan masyarakat penerima 
bantuan. 
5. Responsivitas Masyarakat  
Tingkat responsivitas masyarakat atas program perbaikan rumah tidak 
layak huni ini telah memuaskan harapan, persepsi, atau nilai masyarakat 
sebesar 65,37%. Kesesuaian harapan dalam pelaksanaan program belum 
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cukup tinggi, dengan pencapaian sebesar 47,95 %, manfaat yang dirasakan 
masyarakat dari pelaksanaan program sebesar 55,56%, dan kecilnya 
permasalahan/kendala yang muncul di masyarakat sebesar 7,40%. 
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1. Rekomendasi Umum 
Berdasarkan hasil evaluasi program rumah tidak layak huni di Kota 
Surakarta, pelaksanaan program masih belum sepenuhnya sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan pelaksanaan program 
perbaikan rumah tidak layak huni ini diperlukan beberapa hal sebagai 
berikut: 
a. Perlu adanya kerjasama antar dinas pemerintahan secara terpadu, 
dalam bentuk kerjasama program-program fisik seperti perbaikan 
rumah maupun sarana prasarana dengan program-program peningkatan 
ekonomi, namun pelaksanaannya tetap melibatkan masyarakat dengan 
dikoordinatori lembaga keswadayaan masyarakat itu sendiri. 
Kerjasama dinas-dinas tersebut diharapkan bisa maningkatkan setiap 
komponen tridaya pembangunan perumahan yang berkelanjutan 
(pemberdayaan fisik, ekonomi, dan sosial) sehingga pelaksanaan 
program benar-benar mewujudkan perumahan yang berkelanjutan. 
b. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dari pemerintah 
perlu ditingkatkan, karena dengan selalu melibatkan masyarakat secara 
langsung dalam pelaksanaan program dapat memberikan hal positif 
seperti ketepatan sasaran program, kesesuaian pelaksanaan program 
terhadap kebutuhan, serta keterlibatan tersebut menjadi pembelajaran 
masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah kelompoknya sendiri 
sehingga dapat membangun kelompok/komunitasnya menjadi lebih 
baik. Dalam hal ini diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah 
dengan masyarakat dalam proses pembangunan tanpa paksaan dari 
pihak manapun. 
c. Agar program dapat berkelanjutan perlu diupayakan penyuluhan/ 
sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya memiliki rumah sehat 
yang layak huni sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 
menjaga rumahnya serta selalu terlibat dalam kegiatan pengelolaan 
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lingkungan perumahan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri. 
d. Untuk kerjasama dengan lembaga diluar pemerintahan, perlu 
dipertimbangkan lagi bentuk bantuan serta mekanisme serta bbesarnya 
bantuan yang diberikan. Karena untuk pinjaman uang dengan besar 
yang cukup besar masyarakat kesulitan mengermbalikan. Ada juga 
masyarakat yang tidak mau karena bantuan tersebut besarnya mengikat 
hanya boleh digunakan untuk perbaikan rumah.  
e. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik, agar dapat 
memberikan umpan balik dalam proses pelaksanaan program, serta 
menjadi koreksi selanjutnya untuk pengembangan program atau 
pelaksanaan program yang sejenis. 
2. Rekomendasi Khusus 
Untuk meningkatkan capaian masing-masing kriteria, diperlukan 
beberapa hal sebagai berikut: 
a. Tujuan program yang terdapat dalam Peraturan Walikota No 5 A 
Tahun 2008 yaitu “meningkatkan kualitas hidup/derajat kesehatan 
masyarakat miskin Kota Surakarta” perlu lebih diperjelas atau 
dispesifikkan. Karena tujuan tersebut menimbulkan makna bias dan 
memunculkan harapan yang besar atas pelaksanaan program ini. Dan 
untuk mengukur tercapainya tujuan program mejadi sulit. 
b. Ketepatan kelompok sasaran yang cukup tinggi, yaitu sebesar 95,89%  
tepat sasaran masyarakat miskin dan 60,27% tepat sasaran rumah tidak 
layak huni, perlu ditingkatkan lagi dengan selalu adanya verifikasi dari 
pihak kota, kelurahan maupun kelompok kerja, agar pelaksanaan 
program ini selalu tepat sasaran. 
c. Tingkat efisiensi pelaksanaan program yang masih belum maksimal 
dikarenakan belum efisiennya kepanitiaan tingkat kota dalam 
pelaksanaan program pada tiap lokasi penerima bantuan. Maka perlu 
adanya peningkatan kerjasama antar dinas maupun antara dinas dengan 
lembaga di luar pemerintah, sehingga terselenggara kepanitiaan yang 
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terpadu. Hal ini bisa diwujudkan dengan penyamaan waktu dan lokasi 
pelaksanaan program antar dinas, jadi antara program satu dinas 
dengan program dinas lain bisa saling bersinergi dengan baik. 
d. Tingkat kecukupan pelaksanaan program yang masih rendah, yaitu 
sebesar 53,27%, disebabkan karena belum setiap aspek tridaya 
pembangunan perumahan dalam rengka mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan belum tersentuh pada setiap pelaksanaan perogram. 
Pemberdayaan fisik dan sosial yang dilakukan tanpa pemberdayaan 
ekonomi bisa menyebabkan masyarakat merasakan kesulitan dalam 
perawatan rumah pasca pelaksanaan program tersebut. Apabila 
penghuni dari rumah-rumah yang telah menjadi rumah layak huni 
tersebut tidak bisa melakukan perawatan terhadap rumahnya, rumah 
tersebut bisa kembali menjadi rumah tidak layak huni. Karena itu 
pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan sebagai program dampingan, 
agar ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga dapat merawat 
kondisi rumahnya secara berkelanjutan.  
e. Respon masyarakat yang baik terkait erat dengan kesesuaian harapan 
mereka atas hasil dari pelaksanaan program. Maka, keterlibatan 
masyarakat dari tahap awal pelaksanaan program hingga selesai perlu 
ditingkatkan. Aspirasi masyarakat perlu dihimpun sejak awal agar 
pelaksanaan program sama-sama memberikan keuntungan, baik bagi 
masyarakat penerima bantuan, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya. 
3. Rekomendasi Untuk Studi Lanjut tentang Pelaksanaan Program 
Perbaiakan RTLH di Kota Surakarta 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, masih dijumpai 
permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program Perbaikan RTLH 
serta melihat arti penting pelaksanaan program perbaikan RTLH bagi 
permasalahan perumahan dan permukiman di Kota Surakarta bagi 
masyarakat miskin, maka studi lanjut yang dapat dilakukan terkait dengan 
pelaksanaan program ini adalah: 
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a. Studi efektifitas dan efisiensi peran kelembagaan dalam program 
perbaikan RTLH.  
b. Studi alternatif bentuk kerjasama program perbaikan RTLH dengan 
lembaga di luar pemerintahan. 
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